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PERJANIIAN
ANTARA
KEMENTERIAN KDORDINATOR BIDANG PEREKDNOMIAN
DEMEAN
PT POS PROPERTI INDONESLA
TENTANG
PEMANFAATAN ASET MILIK PT POS INDONESIA (PERSERD)
YANG DIKELOLA OLEH PT POS PROPERT! INDONESIA UNTUK RUANG KERUA KANTOR
MERIERITEOIAM EOORDINATOR BIDANG PEREXONOMIAN

Nomor : PIS-TO7/PPEKSET SEWARUANG/12/2024

Pada hart ini, Selasa tanggal 31 bulan Desember tahun 2024 berlempat di lakarts, yang bertands
Lriigan debwah ing;

1. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEHEKONOMIAN REPUBLIK Indonesia, suatu
kemenierian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dalam hal inl
diwakill oleh Hergy Cahyono selaku Pejabat Pembuat Komitmen Keglatan 2488 dan 2450
sesusl dengan Keputusan Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerjasama selaku Kussa
Fengyumna Anggaran Momor 33 TARLN 2024 (enteng Peneapen Peeie Femiusl somiimen,
Bandahara Pengeluaran Pembantu, dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Kementesian
Koordingtor Bidang Perehonomlian, berkedudukan di Gedung All Wardhana Kementerian
Koordinator Bidang Perckonomian, Jl Lapsngan Banteng Timur No, 2-4 lakarta FPusat,
berwenang mawakili Kuasa Pengguna Anggaran dan oleh karena it berhak bertindak untuk
dan atad mama KEMEMTERIAN KODRTIMATON MINANG PEREEOMORIAN REPURLIE Indnnde s

[untiuk selanjutnya disebut “PIHAK PERTAMA®); dan

2. PT POS PROPERTI Indonesia, sustu persercan lerbatas yang didifikan menurul dan
berdasarkan hukum yeng berlaku di Repubfik indonesia, berkedudukan di Bandung dan
hetkantor di Graha Pos Indonesfa Lt S Blak A, )| Banda No. 30 Bandung Jawa Barat, yang
anggaran datarnya dimuat dulam Akta Pendirian No. 35 tanggal 11 Desembaer 2013 yang dibuat
di hadapan Deasi Witant] Kustmaningtyas, SH, Sp.N., Notaris di Kabupaten Bandung, dan
telah dizahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia dengan
keputusan Mo, AHU, 14137 AH.01,01 tshun 2014 tanggal 25 April 2014 sebagaimana telah
beberapa kall diubah terakhir dengan Akta No. 02, tanggal 03 Juli 2023, dibuat di hadapan
Rahma Fitnan, 5.6, MoA, VA, oters o sabupaten Sandung, den tiah doetejul olen
Menterd Hukum dan Hak Asasl Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan Mo: AHL-
AH-N1.09-0134252, tanggal 05 Juli 2023, dalam hal inl diwakill oleh ABDUL HADI, dalam
jabatannya selaku CHIEF DPERATING OFFICER, bertindak berdasarkan Surat Nuasa Nomor SKK-
1335/POSPROSONRETURS 1224 tangeal 18 Desember 2024, berwenang mewakili Direbsl, dan
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oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT POS PROPERTI INDONESIA {untuk
selanjuinya disebut "PIHAK KEDUA"}

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK
terléhih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kementerian vang mempunyai tugas menyelenggarakan
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan
pemerintahan di bidang perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No.
143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang properti, sekaligus
pengelola aset berupa tanah dan bangunan Gedung Pos ibukota Jakarta yang terletak di Jalan
Lapangan Banteng Utara Nomor i Jakarta Pusat 10710.

3. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud memanfaatkan aset berupa ruangan milik Pos Indonesia
{Persero) yang dikelofa oleh PIHAK KEDUA untuk ruangan kerja PIHAK PERTAMA.

4. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia menyediakan asset ruangan milik Pos Indonesia {Persero) yang
dikelola oleh PIHAK KEDUA dan furniturnya, untuk ruangan kerja PIHAK PERTAMA

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara dan
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian,

5. PT Pos Properti Indonesia adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang properti, sekaligus
pengelola aset berupa tanah dan bangunan Gedung Pos lbukota Jakarta yang terletak di Jalan
Lapangan Banteng Utara Nomor 1 Jakarta Pusat 10710.

Dengan dibuatnya Perjanjian ini PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menambah pemanfaatan
ruangannya untuk ruangan kerja PIHAK PERTAMA.

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengar ini
bersepakat untuk membuat, menandatangant dan melaksanakan Perjanjian Sewa Menyewa tentang
Pemanfaatan Aset Milik PT Pos Indonesia {Persero} Untuk Ruang Kerja dan Ruang Rapat di lantai 4, 5,
6 serta akses lift belakang {untuk selanjutnya disebut "PERJANHAN"} dengan ketentuan sebagai
berikut:
PASAL1
PENGERTIAN UMUM

Selama tidak ditentukan lain, PARA PIHAK sepakat untuk mendefinisikan pengertian di bawah ini
sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Ruangan adalah pemanfaatan ruangan milik PT Pos [ndonesia {Persero} yang
dikelola PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu selama 12 {dua belas} bulan
kepada PIHAK KEDUA.

2. Objek Pemanfaatan Ruangan {(untuk selanjutnya disebut "Objek”} adalah ruangan milik PT Pos
Indonesia (Persero) yang dikelola PIHAK KEDUA yang terletak di Lantai 4,5, dan 6 Gedung Pos
Ibukota Jakarta Jalan Lapangan Banteng Utara No. 1 lakarta Pusat 10710.

3. Biaya Pemanfaatan Ruangan {untuk selanjutnya disebut "Biaya Pemanfaatan”} adalah sejumlah
uang yang telah disepakati PARA PIHAK atas Objek yang harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA untuk selama jangka waktu PERJANJIAN.
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4. Biaya Servis adalah sejumiah biaya yang telah disepakati yang harus dibayar PIHAK PERTAMA
kepada PIHAIC KEDUA sebagai biaya perawatan dan kebersihan gedung secara umum {bukan
merupakan biaya perawatan dan kebersihan secara khusus pada Ohjek} untuk selama jangka
waktu PERJANJIAN.

5. Kantor adalah ruangan tertentu yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA sebagai Ruang Ketja
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan dari PERJANAAN ini adalah sebagai dasar kerja sama bag PARA PIHAK untuk
pemanfaaten asset berupa Ohjek yang akan digunakan oleh PIHAK PERTAMA untuk ruangan kerja
PIHAK PERTAMA pada lokasi yang disepakati bersama.

PASAL3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup PERJANHAN ini mefiputi:

a.  penyediaan aset berupa Objek milik PIHAK KEDUA yang akan dimanfaatkan oleh PIHAK
PERTAMA untuk ruangan kerja PIHAK PERTAMA pada lokasi Gedung Pos thukota, Jalan
Lapangan Banteng Utara No. 1 Jakarta 10710.

b.  penyediaan fasilitas pendukung yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA untuk mendukung
operasional pemanfaatan Objek yang akan dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA,

¢.  pengaturan pemanfaatan Objek yang akan digunakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

PASAL 4
BIAYA PEMANFAATAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
{1) Biaya pemanfaatan Objek selama jangla wakiu PERJANJIAN ini sebesar Rp. 6.475.905.381,-
{enam miliar empat ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus lima ribu tiga ratus delapan
pufuh satu rupiah) serta sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai, dengan perincian sebagat

berikut: _ .
Jenis Jasa ' tuas (m?) . | Harga Satuan-| Jumiah " jumlah {Rp)
| || (Rp} | Buian R
Sewa Ruang k. 4 {Fulil 1.300,00 321,300 3 1,255,410,000
Furnished)
Sewa Ruang Lt. 5 (Space Only}|  2.981,32 233,100 3 2,084,837,076
Sewa Ruang TPID Lt. 6 {Space 402,00 233,100 3 281,118,600
Only} :
Lobby Utama & Ruang Rapat 264.92 321,900 3 755,833,244
Lt. 6 {Fulf Furnished) !
Service Charge 4,948.92 75,938 3 1,127,284,731
Ruang SNKI {Jantai 6) {full 479,49 321,900 3 463,043,493
furnished}
Sevice charge 479,49 75,938 3 109,235,153
Ruang SPNBE {full furnished) 425,55 321,900 3 410,953,653
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Service Charge 425,55 75,938 3 96,946,797
Ruang Kerja Lt. 6 {Space only} 422 233,100 3 295,104,600
Service charge 422 75,938 3 95,138,052
Yotal . o " ,475,905381

Terhilang : Enam Mitiar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ra'tns Lima Ribu Tiga Rétué_._
Delapan Puiuh Satu Rupiah - : : - S

{2) PIHAK PERTAMA wajib melunasi Biaya Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
secara iunas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh} hari kalender setelah diterimanya surat
tagihan/invoice yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.

(3) Pelunasan Biaya Pemanfaatan sebesar jumlah yang tercantum pada ayat {1} dilakukan oieh
PIHAK PERTAMA dengan cara pemindahbukuan {transfer) ke rekening bank PIHAK KEDUA
sebagai berikut :

Atas Nama . PT Pos Properti Indonesia
Bank . BNI Cabang Perintis Kemerdekaan Bandung
Nomor Rekening : 6676677898

{4}  Biaya yang timbul akibat proses pemindahbukuan termasuk namun tidak terbatas pada bea
RTGS (Real Time Gross Settlement) dan bea meterai menjadi heban PIHAK PERTAMA.

{5} PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan kopi ({safinan) bukti transfer pelunasan Biaya
Pemanfaatan kepada PIHAK KEDUA. _

{6) Pelunasan Biaya Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat {3} dianggap telah dilakukan
oleh PIHAK PERTAMA apabila telah dibukukan efektif pada rekening bank PIHAK KEDUA.

(7} PIHAK PERTAMA wajib menanggung semua biaya pemasangan dan biaya pemakaian
listrik/telepon setiap bulannya {khusus biaya pemakaian listrik yang setiap bulannya dihitung
berdasarkan jumlah pemakaian dari kwh meter}.

PASAL S
PAJAK DAN BIAYA LAIN
{1) Kewajiban perpajakan masing-masing PIHAK atas jasa pemanfaatan Objek dalam PERJANJIAN
ini adalah: '
a. kewajiban PIHAK PERTAMA.:

1}  memotong dan menerbitkan bukti perotongan PPh Pasal 4 ayat {2} Undang-Undang
Perpajakan atas jasa pemanfaatan Objek yang diterima oleh PIHAK PERTAMA,;

2} menyetorkan .PPh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perpajakan ke Kas Negara
melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP}

3}  menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2} Undang-Undang Perpajakan
yang sah kepada PIHAK KEDUA paling lambat tanggat 20 {dua puluh) setelah
pembayaran pajak pada Masa tersebut;

4}  memungut dan menyetorkan Pajak Pertamabahan Nilai {PPN} ke Kas Negara dan
menyerahkan bukti bayar {Surat setoran pajak/iD Billing} kepada PHHAK KEDUA
paiing lambat Tanggal 20 {dua puiuh) setelab pembayaran pajak pada Masa
tersebut.;

h.  Kewajiban PIHAK KEDUA:
1)} menerbitkan faktur pajak atas jasa pemanfaatan Objek yang diterima dari PIHAK
PERTAMA;
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(2)

{1)

{2)

(3)

(1)
{2}

{1)

(2}

(3}

2} menyerahkan faktur pajak yang sah sebagai lampiran surat tagihan/invoice
kepada PIHAK PERTAMA,;
3} melaporkan faktur pajak dan bukti penyetoran PPN atas jasa pemanfaatan Objek
yang diterima dari PIHAK PERTAMA ke Kantor Pelayanan Pajak.
Segala biaya lain yang timbu! akibat penempatan dan pengoperasian Media Jklan Luar Ruang
milik PIHAK PERTAMA, menjadi beban/tanggung jawab dan harus dibayar sepenuhnya oleh
PIHAK PERTAMA
PASAL G
PENATAAN OBJEK

PIHAK PERTAMA diperbolehkan mefakukan penataan Objek secara tidak permanen {tidak
merubah bentuk dan fungsi bangunan yang ada} dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh
PIHAK PERTAMA, dengan terlebih dahulu mengajukan desainnya untuk disetujut oleh PEHAK
KEDUA.,
Apabila PIHAK PERTAMA dalam melakukan penataan Objek tidak sesuai dengan desain yang
disetujui PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak dan berwenang penuh untuk meminta
PIHAK PERTAMA melakukan pembongkaran dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK
PERTAMA.
PIHAK PERTAMA wajib membayar ganti rugi kepada PIHAK KEDUA dan/atau pihak lain atas
semua kerugian yang diderita PIHAK KEDUA dan/atau pihak lain sebagai akibat dari pelaksanaan
penataan Objek atau sebagai akibat dari adanya tuntutan pihak lain berkenaan dengan
pelaksanaan penataan Objek tersebut.

PASAL7
PENGGUNAAN OBIEK
PIHAK PERTAMA sepakat bahwa penggunaan Objek hanya untuk keperiuan sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 2 PERIANIIAN ini.
Hak atas pemanfaatan Objek berdasarkan PERIANIIAN ini tidak dapat dialihkan oleh PIHAK
PERTAMA kepada pihak lain manapun dan dengan cara apapun,

PASAL 8
PENGEMBALIAN OBJIEK

Pada tanggal berakhirnya PERJANJAN ini atau setelah pengakhiran lebih awal PERIANHAN ini,
maka PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan Objek kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan
bersih, terawat, kosong dari barang-barang milik PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 15 (lima
helas) hari kalender sesudah tanggal berakhirnya PERJANJIAN.

Sebelum pengembatian Objek dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berhak untuk
melakukan pengecekan dan pemeriksaan pada Objek dengan didampingi PIHAK PERTAMA
sebelum berzkhirnya jangka waktu PERJANJIAN atau sebelum pengakhiran lebih awal dari
PERJANJIAN ini.

Apabila setelah lewat dari 15 (lima betas) hari kalender sejak tanggal PERJIANJAN berakhir atau
diakhiri dan PIHAK PERTAMA belum mengembalikan Objek kepada PIHAK KEDUA dalam

keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berdasarkan PERIANJAN ini PIHAK

PERTAMA memberi kuasa dan wewenang penub kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan
tindakan untuk mengosongkan Objek dari barang-barang mitik/kepunyaan siapapun juga yang
berada/disimpan dalam Objek.
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PASAL 9
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

Selama PERJANJIAN berlangsung, maka PIHAK PERTAMA mempunyal hak, kewajiban dan tanggung
jawab sebagai berikut:

a.

b.

berhak untuk menempati Objek dengan rasa aman dari gugatan pihak lain yang menyatakan
berhak atas Objek.

berhak urtuk menambah jaringan telepon dan daya fistrik atau instalasi listrik beserta
perlengkapannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan PIHAK KEDUA dengan biaya
sepenuhnya menjadi beban/tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

wajib membayar Biaya Pemanfaatan {berikut dendanya jika ada} serta biaya-biaya lain yang
ditentukan dalam PERJANJIAN ini secara benar dan tepat waktu.

pada Objek tidak menyimpan, menimbun, memasarkan atau membiarkan disimpan bahan-
bahan yang mudah terbakar, mudah meledak, senjata api, narkoba atau bahan-bahan lain yang
membahayakan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan ganti rugi atas kehilangan atau kerugian yang
terjadi baik sebagian maupun keseluruhan barang atau harta benda PIHAK PERTAMA yang
diakibatkan adanya peristiwa pencurian, perampokan, penjarahan, kebakaran, hencana alam,
kerusuhan atau sebab-sebab lain selama jangka waktu PERJANJIAN ini kecuali dapat dibuktikan
hahwa kehilengan atau kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian atau kesengajaan PIHAK
KEDUA.

wajib turut serta menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan pada lingkungan sekitar Objek
terhadap upaya-upaya pihak luar yang dapat merugikan dan/atau merusak Objek.

menjamin bahwa PIHAK PERTAMA tidak akan mengalihkan tanggungjawab atas hak
pemanfaatan Objek dengan dalih apapun balk sebagian maupun keseluruhan kepada pihak lain
diluar PERIANJIAN ini, PIHAK PERTAMA harus selalu menjaga kepentingan PIHAK KEDUA terkait
dengan pelaksanaan PERJANNAN ini agar tidak ada permasalahan yang timbul sefama dan
setelah berakhirnya PERJANJIAN ini.

wajib mengosongkan Objek apabila PERJIANJIAN berakhir dan tidak diperpanjang lagl dengan
biaya sepenuhnya ditanggung PIHAK PERTAMA.

wajib untuk mendapatkan semua perijinan dan persetujuan yang diperiukan dari instans terkait
untuk kegiatannya sesuai tugas pokek dan fungsi PIHAK PERTAMA,

wajib mentaati dan melaksanakan semua ketentuan yang tertuang dalam PERJANJIAN ini
dengan sebail- baiknya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

PASAL 10
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

Setama PERIANJIAN berfangsung, maka PIHAK KEDUA mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab
sebagai berikut:

a.
b.

berhak menetapkan Objek berikut ketentuan-ketentuannya;

herhak atas pembayaran biaya (berikut dendanya apabila ada) sesuai dengan ketentuan dalam
PERJANIIAN ini.

Menjamin kepada PTHAK PERTAMA bahwa Objek terbebas dari gugaten pihak manapun termasuk
PT Pos Indonesia (Persero) yang menyatakan berhak atas Objek;
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mengizinkan karyawan atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan PIHAK PERTAMA untuk
memasuki Objek gunia melakukan aktivitas yang terkait dengan pelayanan dan operasional PIHAK
PERTAMA pada jam kerja.

wajib menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan pada lingkungan sekitar Objek terhadap
upaya pihak luar yang dapat merugikan dan/atau merusak Objek yang dimanfaatkan PIHAK
PERTAMA.

menjamin semua fasilitas yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 dapat diberikan/dipenuhi kepada PIHAK PERTAMA.

wajib mentaati dan melaksanakan semua ketentuan yang tertuang dalam PERJANIIAN ini dengan
sebaik-baiknya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin PIHAK lainnya dalam PERJANIAN ini sebagai

berikut:

a.

masing-masing PIHAK berwenang menibuat, mefangsungkan dan melaksanakan PERJANJIAN in
dan dokumen iain sehubungan dengan PERIANJIAN ini, serta telah melaksanakan semua tindakan
dan persyaratan yang disyaratkan untuk sahnya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan
PERJANIIAN ini dan dokumen lain sehubungan dengan PERJANJNAN ini.

PERJANJIAN ini dan dokumen lain yang terkait dengan PERIANJIAN ini adalah sah, berlaku dan
mengikat sah dan menimbulkan kewajiban hukum terhadap PARA PIHAK, sesuai dengan syarat
dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.

setiap izin, pemberian kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh PARA PIHAK
sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, keberlakuan PERJIANJIAN ini atau
pelaksanaannya oleh PARA PIHAK atas kewajibannya menurut PERJANJIAN ini telah diperoleh
atau dibuat dan berlaku penuh. o

PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan maupun peraturan vang dikeluarkan oleh Pemerintah termasuk memenuhl segala
perijinan yang diperlukan sesual tugas pokok dan fungsi.

PIHAK PERTAMA menjamin sepenuhnya bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya pada
Objek tidak akan mengganggu fungsi layanan Kantor Pos, komunikasi dan jaringan virtual milik
PIHAK KEDUA sepanjang terkait dengan Obyek.

apabila PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kegiatan usahanya pada Objek mengakibatkan
timbulnya gangguan atau tidak berfungsinya jaringan virtual atau rusaknya sarana dan/atau
prasarana PIHAK KEDUA sepanjang terkait dengan Objek, maka PARA PIMAK sepakat untuk
menentukan kerugian yang timbuf dan PIHAK KEDUA berhak menuntut dan mendapat ganti rugi
dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 12
FASILITAS
PIHAK KEDUA wajib menyediakan fasilitas untuk PIHAK PERTAMA terkeit pelaksanaan
PERJANIIAN ini sebagai berikut:
keamanan lingkungan sekitar gedung tempat Objek {secara urnum);
kebersihan Jingkungan sekitar gedung tempat Objek {secara umum};
Area Parkir khusus untuk Pejabat Eselon | danl PIHAK PERTAMA;
2 line telepon di luar biaya pemakaian;
1 line fax di fuar biava pemakaian;
pasokan Air bersih yang layak digunakan untuk termasuk namun tidak terbatas pada toilet,
dapur/pantry;
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(1)
{2)

{3)

(4)
{5)

(6)

(1}

(2)

{1)

g.

h.

aliran listrik masing-masing Objek di luar biaya pemakaian yang aktif selama melaksanakan
perkerjaan;

akses khusus pintu masuk dan lift termasuk penataan Lobby Kemenko Bidang Perekonomian
di lantai’2 untuk PIHAK PERTAMA, tamu PIHAK PERTAMA, atau pihak yang berkepentingan
untuk PIHAK PERTAMA.

ruang/tempat/space untuk PIHAK PERTAMA dapat memasang dan mengoperasikan Media
Iklan Luar Ruang, Banner, Spanduk, atau Media lain yang diperiukan sesual kesepakatan PARA
PIHAK.

PASAL 13
KOMPENSAS!

Apabila PIHAK KEUDA tidak dapat membaerikan fasilitas yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA, maka
PIHAK KEDUA wajib memberikan kompensasi kepada PIHAK PERTAMA.
Kompensasi dapat diberikan apabila memenuhi syarat:

a. Listrik mati lebih dari 2 {dua) jam.

b. Tidak tersedia air bersih selama jam operasional kantor.
Kompensasi yang diberikan berupa pengrangan tagihan Listrik PIHAK PERTAMA. Perhitungan
pemberian kompensasi sebesar 1/1000 {1 per mit) dari nilai kontrak per hari {fasilitas tidak
tersedia). Nilai kompensasi akan menjadi pengurang tagihan biaya Listrik periode bulan
berkenaan,

PASAL 14
HUBUNGAN KERIA

PIHAK PERTAMA tidak mempunyai ikatan hukum apapun yang mendasarkan hak dan kewajiban
terhadap PT Pos Indonesia {Persero) akibat Perjanjian ini.
PIHAK PERTAMA hanya mempunyai ikatan hukum dengan PIHAK KEDUA sesuai dengan
ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam hal terjadi sengketa antara PIHAK KEDUA dan PT Pos Indonesia {Persero} selaku pemilik
aset yang dikelofa oleh PIMAK KEDUA, PIHAK PERTAMA harus dibebaskan atas segala tanggung
jawab/kewajiban yang dituntut oleh PT Pos Indonesia {Perserc}.

PASAL 15
KERJA SAMA PENGUSAHAAN DAN PENGELOLAAN ASET

PIHAK KEDUA sebagal pengelola aset milik PT Pos indonesia (Persero) terkait yaitu, dengan
ditandatanganinya PERJANJAN ini menyatakan telah mempunyai Perjanjian Pengusahaan dan
Pengelolaan Aset dengan PT Pos Indonesia {Persero) terkait aset dimaksud yaitu sebuah ruangan
yang akan disewakan kepada PIHAK PERTAMA untuk menjadi ruangan kerja PIHAK PERTAMA
pada lokasi Gedung Pos bukota, Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1 Jakarta 10710
Perjanjian Pengusahaan dan pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat {1} menjadi
dasar kewenangan PIHAK KEDUA untuk melakukan perikatan kepada PIHAK PERTAMA dalam
rangka pengusahaan dan pengelolaan Aset dimaksud.

PASAL 16
FORCE MAJEURE {XEADAAN MEMAKSA)
Yang dimaksud dengan force majeure dalam PERJANJIAN ini adalah kejadian atau peristiwa yang
secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada dituar kemampuan
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manusia untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut, yaitu kejadian peristiwa
peperangan (yang dideklarasikan}, huru-hara, sabotase, pernberontakan, bencana alam (gempa
bumi, banji, tanah longsor, kebakaran dan bencana alam lainnya), wabah penvyakit, kebijakan
{sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang), pemogokan umum, perubahan
ketetentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah atau instantsi terkait, yang
dapat mengakibatkan tidak terlaksananya PERJANJIAN ini.

Dalam hal terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, maka PIHAK yang
terkena force majeure wajib segera memberitahukan keadaan tersebut kepada PJHAK lainnya
selambat-lambatnya 15 {lima belas) hari terhitung sejak terjadinya keadaan force majeure
tersebut.

Keterlambatan atau kelalaian PARA PIHAK dalam memberitahukan terjadinya force muajeure,
mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai force majeure oleh PIHAK lainnya.
PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbutl sebagai akibat dari kejadian atau
peristiwa force majeure atau menyebabkan tidak terlaksananya PERIANJIAN ini secara tetap
akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 17

JANGKA WAXTU PERJANJIAN
PERJANJIAN ini berlaku untuk jangka waktu 3 {tiga) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Januari
2025 sampai dengan 31 Maret 2025, dan secara otomatis sama dengan jangka waktu
pemanfaatan Objek.
PERJANJIAN ini dapat diperpanjang dengan/tanpa perubahan ruang lingkup pekerjaan atas
kehendak PIHAK PERTAMA, dengan mengajukan permohonan tertulis kepada PHHAK KEDUA
paling lambat 2 {dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu PERIANJAN dimaksud pada
ayat (1).
PIHAK KEDUA akan memberikan jawaban tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 1
{satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan PERIANIAN oleh
PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
Dalam hal batas waktu pengajuan perpanjangan yang tercantum pada ayat {2) Pasal ini
terfewati dan PIHAK PERTAMA tidak atau belum mengajukan permohonan secara tertulis
perihal perpanjangan tersebut, maka PIHAK PERTAMA dianggap tidak berkehendak untuk
memperpanjang PERJANJIAN ini, dan oleh karenanya PIHAK KEDUA herhak memberikan
kesempatan kepada pihak lain untuk memanfaatkan Objek atau dipergunakan sendiri oleh
PMHAK KEDUA.
PIHAK KEDUA berwenang penuh untuk mengabutkan atau menolak permchonan perpanjangan
PERJANJIAN yang diajukan PIHAK PERTAMA,
Dalam hal perpanjangan PERJANJIAN disetujul, PIHAK KEDUA berwenang penuh untuk
menambah dan atau mengubah ketentuan dan syarat-syarat perjanjian yang akan dituangkan
dalam perjanjian yang baru dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 18
PENGAKHIRAN

PERJANIIAN ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 apabila:

a.  ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak
memungkinkan berlangsungnya PERJANJIAN ini;

b.  salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak melakukan kewajibannya sesual ketentuan dan
syarat-syarat yang ditetapkan dalam PERJANJAN ini; dan
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C. PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA berkehendak mengakhiri PERJANJIAN secara
sepihak.

PIMAK KEDUA berhak dengan segera mengakhiri PERJIANIIAN ini dengan terlebih dahulu

memberikan pemberitahuan  tertulis kepada PIHAK PERTAMA tentang pengakhiran

PERJANJIAN, apabila terjadi peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

a. PIHAK KEDUA akan menggunakan Objek untuk kepentingan dinas PIHAK KEDUA setelah
sebelumnya melakukan pemberitahuan paling lambat 3 (tiga} bulan sebelum tanggal
penggunaan Objek;

h.  PIHAK PERTAMA melafaikan kewajiban dan/atau melanggar keteniuan yang telah
ditetapkan dalam PERIANJIAN intj;

C. kegiatan PIHAK PERTAMA yang dijalankan pada Objek adalah kepiatan yang terlarang,
atau ditutup atas perintah instansi yang berwenang dan PIHAK PERTAMA tidak dapat
melaksanakan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan secara tuntas keadaan-keadaan
tersebut dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah ada surat teguran atau perintah
atau tindakan lainnya oleh pihak yang berwenang;

4. PIHAK PERTAMA mengalihkan tanggung jawab atas hak pemanfaatan Objek ini dengan
dalih apapun batk sebagian maupun keseluruhan kepada pthak lain diluar PERIANJIAN ini.

Selain oleh sebab sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan ayat {2), PIHAK PERTAMA dapat juga

mengakhiri PERJIANBAN in sebelum berakhirnya jangka waktu PERJANJAN dengan terlebih

dahulu memberitahukan secara tertulis maksud tersebut paling iambat 1 {satu} bulan sebelum
tanggal pengakhiran PERJANJAN yang diinginkan.

Dalam hal pengakhiran PERIANJIAN diakibatkan sebab-sebab sebagaimana dimaksud pada:

a ayat (1) huruf b dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan kewajibannya sesuai ketentuan

dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam PERJANJIAN in};

b. ayat (1) huruf ¢ dalam hal kehendak pengakhiran PERIANIIAN lahir dari PIHAK KEDUA;

dan

c ayat {2} huruf a,

maka Biaya Pemanfaatan yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

akan dikembalikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk sejumlah masa pemanfaatan

Obijek yang belum dijalant dikurang pembayaran pajak yang telah disetorkan dan biaya-blaya

lainnya apabila ada.

Pengakhiran PERJANJIAN selain oleh sebab-sebab sehagaimana dimaksud pada ayat {4}, Biaya

pemanfaatan yang telah dibayarkan dimuka oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak

bisa dimintakan kembali ataupun dikompensasikan dalam hentuk apapun,

Dalam hal Perjanjian ini berakhir oleh sebab apapun, maka PIHAK PERTAMA wajib segera

menyerahkan Objek kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan Pasal 8 PERIANJIAN ini.

Pengakhiran PERJANJIAN dalam bentuk apapun tidak akan menghilangkan kewajiban masing-

masing PIHAK yang masih harus diselesaikan yang timbul sebelum pengakhiran PERIANJIAN

dilakukan, termasuk pembayaran biaya dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 1267 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata sejauh mengenai pengakhiran PERIANIAN.

PASAL 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan
PERJANJIAN ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
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Apabila tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} Pasal ini, PARA PIHAK
sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadifan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 20
KORESPONDENS!
Komunikasi yang berhubungan dengan PERJANJIAN ini, wajib disampaikan secara tertulis dan
dikirim langsung dengan mendapat suatu tanda bukti terima atau dikirim dengan pos kilat

khusus kepada alamat PARA PIHAK sebagai berikut:
a. PIHAK PERTAMA

Alamat + Bagian Rumah Tangga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Gedung Ali Wardhana, Jalan lLapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta
Pusat 10340.

Telepon : {021} 3522001

Faksimile : {021}3441268

b. PIHAK KEDUA

Alamat . PTPos Properti Indonesia

RO Jakarta,

Gedung Pos lbukota, Lantai 2

Jalan Lapangan Banteng No.1 lakarta Pusat
Telepon -
Faksimile @ -

Setiap pemberitahuan dan korespondensi ke alamat atau nomor faksimili tersebut di atas,

dianggap telah diterima atau disampaikan:

a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan
penerimaan pada buku pengantar surat {ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan
oleh pengirim;

b. pada hari dan tanggal yang tercantum pada bukti terima, apabila dikirim melalui jasa
pengiriman dokumen milik PIHAK KEDUA; _

¢. pada hari yang sama, apabila dikirim melalut faksimili dengan ketentuan mesin pengiriman
faksimili menerbitkan laporan yang menunjukan bahwa pengiriman melalui faksimili teiah
berhasil.

Jika terjadi perubahan alamat korespondensi yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka PIHAK
yang mengubah alamat wajib untuk memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada
PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hart kerja setelah perubahan alamat
itu terjadi atau ditakukan.

Segala konsekuensi yang timbul akibat keterlambatan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya
sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan alamat
tersebut.

PASAL 21

ANTI SUAP DAN ANTI KORUPS!
PARA PIHAK menyatakan bahwa masing-masing PIHAK telah mengetahui seluruh peraturan
perundang-undangan anti suap dan anti korupsi {"Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti
Korupsi") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan
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Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mefanggar Peraturan mengenai
anti suap dan anti korupsi. Oleh karena itu, PARA PIHAK dengan ini setuju bahwa:

a. Tidak akan mempekerjakan/mempertahankan orang yang merupakan pejabat
pemerintah atau karyawan, termasuk karyawan dari korporasi, agen, atau badan
vang dimiliki atau dikendalikan  oleh pemerintah, kecuali jika jasa yang
dipertahankan adalah pekerjaan konsultasi yang tulen dan jika diperlukan pejabat
yang dipertahankan telah memperoleh persetujuan oleh otoritas/pemberi  kerja
yang kompeten untuk layanan konsuitasi yang dimaksud;

b. PARA PIHAK tidak akan secara langsung maupun tidak langsung membayar,
menawarkan atau berjanji untuk membayar atau mengalihkan apapun dengan nilat
berapapun kepada pejabat atau karyawan pemerintah, atau kepada parta poliitik atau
kandidat untuk jabatan politik, dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambitan
keputusan yang menguntungkan bisnis PIHAK lainnya yang bertentangan dengan
Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi;

c. PARA PIHAK akansegera memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis dalam hal
orang yang dipekerjakan atau terasosiasi dengan salah satu PIHAK menjadi pejabat
pemerintah;, pejabat, atau kandidat partai politik, kecuali jasa yang dipertahankan
adalah  pekerjaan konsultasi yang tulen dan jika diperlukan pejabat yang
dipertahankan teiah memperoleh persetujuan seperiunya dari otoritas/pemberi
kerja yang kompeten untuk layanan konsultasi yang dimaksud;

4. PARA PIHAK akan memelihara catatan yang benar dan akurat sesual kebutuhan
untuk mendemonstrasikan kepatuhan terhadap Perjanjlan dan akan menyediakan
PIHAK lainnya sertifikasi tertulis atas kepatuhan tersebut berdasarkan permintaan
yang sederhana

e. lika salah satu PIHAK gaga! untuk mematuhi ketentuan apapun dalam Perjaniian
ini, kegagalan tersebut harus dianggap sebagai pelanggaran yang material terhadap
Perjanjian ini, dan atas kegagalan tersebut, PIHAK yang mematuhi ketentuan
mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian ini secepatnya dengan pemberitahuan
tertulis kepada PIHAK lainnya tanpa penalty atau kewalipan apapun juga.

PARA PIHAK harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin,
pernilik, pemegang saham, pejabat, direksi, karyawan dan agen mematuhi, semua peraturan
perundang-undangan anti suap dan korupsi yang berlaku dalam setiap transaksi bisnis dan
kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini. Segala perubahan dan hal-hal yang
belum ada / belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK
dan dituangkan sebagai Amandemen (aturan perubahan) atau Addendum {aturan tambahan)
dan akan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang
mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 22
INTEGRITAS
Dalam rangka pelaksanaan Perjanjuanini, maka PARA PIHAK:

a. Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara professional dan tidak
hertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku di Negara
Republik Indonesia;

b. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari
pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan asebagal gratifikasi
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku i Negara Republik
Indonesia
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¢ Beranjl memastikan setiap orang atwu pihak yang bertndak mewakil atau g
betada datam control  masiog-masing  PIHAK, - antbra [ Raryawan, pegasa,
Direkst, atau pilak ketiga Winmes untuk mematuhi dan menjalankan keteniuan Pasal
il
4. Segala perubahan dan hal-hal yang belum atla / belum cukup diatur datam Perjanjian
i, akan diatur lebih lanjul oloh PARA PIHAK dan dituangkan sebagal Amarnidemen
{aturan peribahan] Ftaw Agdclsnedurn Earuran tambahan) dan akan dirandatnngani akth
PARA PIHAK yang merupakan sty kesatuan dan baglan yang mengiat dan tdak
terpisahkan darl Perjanjlan ini.
Dialaim rangks penerapan tata Kelols yang baik {Good Corporate Governance] ) rriatShng - rrianlng
PIHAK, jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian il salahsatu PIMAK mengetahui sdanya
Tindnkan kecurangan, pelanggaran  persturan  @tau huhum, bentumn  kepentingan,
pemypuspan/gratiflkas, maupon helnkuan tidak etis yang dilakukan oleh pegnial salah saty
PIHAK, agar melaporkan mdlaiul perwakilan bagian Good Corporate Governance di masing-
masing PIHAK

PASAL 13
KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala perubahan dan hal-hal yong bebum ada / belum cukup digtur dalam Pedanjian inl, akan
dlzitur hebih lanjut oleh PARA PIHAK dan dituangkarn sabagal Amandemen (aturan perubahan)
atau Addendurm (aturan tambahan) gan akan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan
caty hesatuan dan baglan yang mengikat dan tdak rerpisahkan darl Peranjian inl

Ketentuan ketentuan dalarm PERJANJIAN n| tidak dagat ditalsirkan sebagai bentuk ekikhssiitas
kerjasarmi o antara PAILA PIHAK, sehingga PARA FIHAR tetap malakspnakan kefja sama dengan
pihak lalnnya datain keghatanmya seharksehari,

PASAL 24
PENUTUP

PERIANJIAN inl dibust dan ditandstangani oleh PARA PIHAK pada hari tanggal dan tempat
sebagaimans disebuitican di pweal PERIAMIAN ind, dan dibust dalam ranghap 2 {dhua) msli sevtn ditwibuhl
meteral cukup, dan berlaks sebagai alat bl g menpuigal bekuatan hukum yang sma.

FIHAK PERTAMA PIHAN KEDUA
NEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PT POS PROPERTI INDONESIA,
PEREKOMNOMIAN,

PEIABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN Chiie! Oparating Officer

o
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PERUANIIAN
ANTARA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREXONOMIAN
DENGAN
PT PDS PROPERT! INDONESIA
TENTANG
PEMANFAATAN ASET MILIK PT POS INDONESIA {PERSERO)
YANG DIKELOLA OLEM PT POS PROPERTI INDONESIA UNTUK RUANG KERIA KANTOR
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Namor ; PES-0343/POSPRO/PESW/0725
Nomor | PRS-413/PPKSET /SEWARUANG/07/2025

Padn harl Ini, Selasa tanggal saty bilan il tahun dus ribo dus puluh ma bertempat di Jakaro, yang
bertanda tangan dibswatving:
I, Mama i Horgy Cahyono
Iatatan . Pojabat Pembuat Kormitmen Kegiatan 2488 dan 2450

Dalam hal inl bartindak untuk dan stas noma Direkst NEMENTERIAN KOORDINATOR DIDANG
PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA yang berkedudulan di berkedudukan di ) Lapangan
Banteng Timur No. 2-4 lakaria Pusat, Berdasarkan Surat Kzputusan Kepala Biro Kinofja dan Kerla
Sarma Kementorian Koordinator Sldan Perekonomian selaky Kuosa Pengguna Anggaran nomor
15 Tahun 2035 tentang Pepetapan #PK. BPP, SPK don Petugas Adrmintstrasi KFA di Uingluangan
Kementerian Koordinator Bidang Perekopomien, berkedudukan di Gedung ANl Wardhana
Kemanterian Koordinator Bidang Perekanomian, demikian sah bertindak mewakill Direksi tantuk
dan stas nama WEMENTERIAN KOORDINATOR RBIDANG PEREKONOMIAN REFUBLIK, vang
selanjutnya disebut sebagal PIHAK PERTAMA,

il Kama ¢ Aldhits Prayudhiputra
labatan ¢ Chief Commarcial Dfficer
Dalarn hal ind bertindak untul dam atas nama Direksi PT Pox Propertl Indonests, suatu Persercan
Tarbatad yang didifikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesis, berkedudulan di Bandung,
beralamat 4 Graha Pos Indonasia Jatan Banda nomor 30 Bandung 40115, yang didirikan berdasarkan
Akts Motarss Densl Witanti Kusurmankngtyas, SH.SpN Nemor 35 tanggal 31 Desember 2013 gan tzin
Menteri Hukum dan Hak Asasl Manosla Republik Indonesia dengan keputusan Nomor @ AHU-14137-

PMAK PRITARA
L "Tﬁagg




AH.01.01 Tahun 2014 tanggal 25 Aprii 2014, sehagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Notaris
Nomer 01, tanggal 06 Januari 2025 dibuat di hadapan Rahma Fitriani, 5.H,, M.H., M.Kn., Notaris di
Kabupaten Bandung, dan telah disetujul oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan keputusan No. AHU-AH-01,09.0002431, tanggal 08 Januari 2025 demikian sah
bertindak mewakili Direksi untuk dan atas nama PT Pos Properti Indenesia, yang selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA uyntuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK
teriebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kementerian Yang mempunyai tugas menyelenggarakan
koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementetian dalam penyelenggaraan
pemerintahan di bidang perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No.
143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang properti, sekaligus
pengelola aset berupa tanah dan bangunan Gedung Pos Ibukota Jakarta yang terletak di Jalan
lapangan Banteng Utara Nomor 1 Jakarta Pusat 10710.

3. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud memanfaatkan aset berupa ruangan milik Pos Indonesia
(Persero} vang dikelola oleh PIHAK KEDUA untuk ruangan kerja PIHAK PERTAMA.

4. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia menyediakan asset ruangan milik Pos Indonesia (Persero) yang
dikelola oleh PIHAK XEDUA dan furniturnya, untuk ruangan kerja PIHAX PERTAMA

. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Presiden Nomeor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian
Negara Kabinet Merah Putih Perlode Tahun 2024-2029 {tembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 249); Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Crganisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang
Perekbnomian {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2024 Nomor 338); Peraturan
Menterl Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata
Kerla Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian {Berita Negara Republik indonesia
Tahun 2024 Nomor 923);

6. PT Pos Properti Indonesia adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang properti, sekaligus
pengelola aset berupa tanzh dan bangunan Gedung Pos Ibukota Jakarta vang terletak di Jalan
Lapangan Banteng Utara Nomor 1 Jakarta Pusat 10710,

Dengan dibuatnya Perjanjian ini PIHAK PERTAMA bermaksud untuk menambah pemanfaatan
ruangannya untuk ruangan kerja PIHAK PERTAMA.

Dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini
bersepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjlan Sewa Menyewa tentang
Pemanfaatan Aset Milik PT Pos indenesia {Persero) Untuk Ruang Kerja dan Ruang Rapat di lantai 4, 5,

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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6 serta akses lift belakang (untuk selanjutnya disebut "PERJANJIAN") dengan ketentuan sebagai
berikut:

PASAL1
PENGERTIAN UMUM

Selama tidak ditentukan lain, PARA PIHAK sepakat untuk mendefinisikan pengertian di bawah inl
sebagal barikut;

1,

Pemanfaatan Ruangan adalah pemanfaatan ruangan milik PT Pos Indonesia (Persero) yang
dikelola PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu selama 3 (tiga) butan kepada
PIHAK KEDUA.

Objek Pemanfaatan Ruangan (untuk selanjutnya disebut "Objek") adalah ruangan milik PT Pos
Indonesia (Persero) yang dikelola PIHAK KEDUA yang terletak di Lantal 4,5, dan 6 Gedung Pos
Ibukota Jakarta Jalan Lapangan Banteng Utara No. 1 Jakarta Pusat 10710.

Blaya Pemanfaatan Ruangan (untuk selanjutnya disebut "Biaya Pemanfaatan”) adalah sejumlah
uang yang telah disepakatl PARA PIHAK atas Objek yang harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA untuk selama Jangka waktu PERJANJIAN,

Blaya Servis adalah sejumiah blaya yang teiah disepakati yang harus dibayar PIHAK PERTAMA
kepada PIHAK KEDUA sebagai biaya perawatan dan kebersihan gedung secara umum (bukan
merupakan blaya perawatan dan kebersihan secara khusus pada Objek) untuk selama jangka
waktu PERJIANJIAN.

Kantor adalah ruangan tertentu yang digunakan oleh PIHAK PERTAMA sebagai Ruang Kerja
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari PERIANJIAN ini adalah sebagal dasar kerfa sama bagl PARA PIHAK untuk
pemanfaatan asset berupa Objek vang akan digunakan oleh PIHAK PERTAMA untuk ruangan kerja
PIHAK PERTAMA pada lokasi yang disepakati bersama,

PASAL3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup PERJANJIAN ini meliputi:

.

penyediaan aset berupa Objek milik PIMAK KEDUA yang akan dimanfaatkan oleh PIHAK
PERTAMA untuk ruangan kerja PIHAK PERTAMA pada lokasi Gedung Pos Ibukota, Jalan
Lapangan Banteng Utara No. 1 Jakarta 10710,

penyediaan fasilitas pendukung yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA untuk mendukung
operasional pemanfaatan Objek yang akan dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA.

pengaturan pemanfaatan Objek yang akan digunakan oleh PIHAK PERTAMA sesual dengan
ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA | _ PIHAK KEDUA
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(1)

(2)

{3

{4)

PASAL 4
BIAYA PEMANFAATAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Blaya pemanfaatan Objek seloma jangka waktu PERJANJIAN  ini
Rp3.950.302,276,- {tiga miliar Sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus dua ribu d
tujuh puluh enam rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nitai, dengan perinciar
berikut:

Jenis Jasa _ Luas (m?* | Harga Satuan | Jumlah - Jumla
_ - (Rp} Bulan
Sewa Ruang L. 4 {Fufi| 1.300,00 196.359 3 7
Furnished)
Sewa Ruang Lt. 5 (Space Only} | 2.981,32 142.191 3 1.2
Sewa Ruang TPID Lt. 6 (S 142.191 3
8 Spacel 10200 142 1

Only}
Lobby Utama & Ruang Rapat 264 92 196.359 3 1!
Lt. 6 {Fuil Furnished) ’
Service Charge 4,948.92 46,322 3 6é
Rang SNKi {lantai 6) (full] 479,29 196.355 3 2t
furnished}
Sevice charge 479,49 46.322 3 €
Ruang SPNBE {fuil furnished) 425,55 196.359 3 2t
Service Charge 425,55 46.322 3 c
Ruang Kerja Lt. 6 {Space only) 422 142,191 3 1¢
Service charge 422 46.322 3 g
Total | | - 3.95

Terbilang : Tiga miliar Sembilan ratus lima puluh juta tiga ratus dua ribi dua ratus tu
enam rupiah : ' '

PIHAK PERTAMA wajib melunasi Biaya Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada i

secara lunas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimany
tagthan/invoice yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.

Pelunasan Biaya Pemanfaatan sebesar jumizh yang tercantum pada ayat {1) dilakukan cleh
PIHAK PERTAMA dengan cara pemindahbukuan {transfer) ke rekening bank PIHAK KEDUA
sebagai berikut ;

Atas Nama :  PTPos Properti Indonesia
Bank ¢ BNI Cabang Perintis Kemerdekaan Bandung
Nomor Rekening 1 H676677898

Biaya yang timbul akibat proses pemindahbukuan termasuk namun tidak terbatas pada bea
RTGS (Real Time Gross Settlement) dan bea meterai menjadi beban PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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(5)

(6)

7)

{2)

{2)

PIHAK PERTAMA wajib menyarnpaikan kopi (salinan) bukti transfer pelunasan Biaya

. Pemanfaatan kepada PIHAK KEDUA,.

Pelunasan Biaya Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dianggap telah dilakukan
oleh PIHAK PERTAMA apabila telah dibukukan efektif pada rekening bank PIHAK KEDUA,
PIHAK PERTAMA wajib menanggung semua biaya pemasangan dan biaya pemakaian
listrik/telepon setiap bulannya (khusus biaya pemakaian listrik yang setiap bulannya dihitung
berdasarkan jumlah pemakaian dari kwh meter}.

PASALS
PAJAK DAN BIAYA LAIN
Kewajiban perpajakan masing-masing PIHAK atas jasa pemanfaatan Objek dalam PERJANJIAN
ini adalah:
a.  kewajiban PIHAK PERTAMA: _

1) memotong dan menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang
Perpajakan atas jasa pemanfaatan Objek yang diterima oleh PIHAK PERTAMA;

.2} menyetorkan PPh Pasal 4 ayat {2) Undang-Undang Perpajakan ke Kas Negara
melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP};

3)  menverahkan bukti pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2} Undang-Undang Perpafakan
yang sah kepada PIHAK KEDUA paling lambat tanggal 20 {dua puluh) setelah
pembayaran pajak pada Masa tersebut;

4)  memungut dan menyetorkan Pajak Pertamabahan Nilai {PPN) ke Kas Megara dan
menyerahkan bukti bayar {Surat setoran pajak/ID Billing} kepada PIHAK KEDUA
paling lambat Tanggal 20 {duas puiuh} setelah pembayaran pajak pada Masa
tersebut,;

b.  Kewajiban PIHAK KEDUA:
1} menerbitkan faktur pajak atas jasa pemanfaatan Objek yang diterima dari PIHAK
PERTAMA,;
2) menyerahkan faktur pajak yang sah sebagal lampiran surat tagihan/invoice
kepada PIHAK PERTAMA;
3} melaporkan faktur pajak dan bukti penyetoran PPN atas jasa pemanfaatan Objek
yang diterima dari PIHAK PERTAMA ke Kantor Pelayanan Pajak.
Segala biaya lain yvang timbul akibat penempatan dan pengoperasian Media lklan Luar Ruang
milik PIHAK PERTAMA, menjadli beban/tanggung jawab dan harus dibayar sepenuhnya cleh
PIHAK PERTAMA

PASAL S
PENATAAN OBJEK

PIHAK PERTAMA diperbolehkan melakukan penataan Objek secara tidak permanen (tidak
merubah bentuk dan fungst bangunan yang ada) dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh
PIHAK PERTAMA, dengan teriebih dahulu mengajukan desainnya untuk disetujui ofeh PIHAK
KEDUA.

Apabila PIHAK PERTAMA dalam melakukan penataan Objek tidak sesual dengan desain yang
disetujui PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak dan berwenang penuh untuk meminta

PIHAK PERTAMA PIHAK KEQUA
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{3)

(1)

{2)

(1)

PIHAK PERTAMA melakukan pembongkaran dengan bhiaya sepenuhnya ditanggung oleh PIHAK
PERTAMA.

PIHAK PERTAMA wajib membayar ganti rugi kepada PIHAK KEDUA dan/atau pihak lain atas
semua kerugian yang diderita PIHAK KEDUA dan/atau pihak lain sebagai akibat dari pelaksanaan
penataan Qbjek atau sebagai akibat dari adanya tuntutan pihak lain berkenaan dengan
pelaksanaan penataan Cbjek tersehut.

PASAL7
PENGGUNAAN OBJEK
PIHAK PERTAMA sepakat bahwa penggunaan Objek hanya untuk keperluan sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 2 PERJANIIAN ini,
Hak atas pemanfaatan Objek berdasarkan PERJANJIAN ini tidak dapat dialihkan oleh PIHAK
PERTAMA kepada pihak Jain manapun dan dengan cara apapun,

PASALS

PENGEMBALIAN OBJEK
Pada tanggal berakhirnya PERIANJIAN ini atau setelah pengakhiran lebih awal PERJIANIIAN ini,
maka PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan Objek kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan
bersih, terawat, kosong dari barang-barang milik PIMAK PERTAMA selambat-lambatnya 15 (lima
belas} hari kalender sesudah tangga! berakhirnya PERJANJMAN.
Sebelum pengembalian Objek dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA berhak untuk
melakukan pengecekan dan pemeriksaan pada Objek dengan didampingi PIHAK PERTAMA
sebelum berakhlrnya jangka waktu PERJANJIAN atau sebelum pengakhiran lebih awal dari
PERJANJIAN ini. ’
Apabila setelah lewat dari 15 (lima belas} hari kalender sejak tanggal PERJANJIAN berakhir atau
diakhiri dan PIHAK PERTAMA belum mengembalikan Chjek kepada PIHAK KEDUA dalam
keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, maka berdasarkan PERJANJAN ini PIHAK
PERTAMA memberi kuasa dan wewenang penuh kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan
tindakan untuk mengosongkan Objek dari barang-barang milik/kepunyaan siapapun juga yang
berada/disimpan dalam Objek.

PASALS
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

Selama PERJANJIAN berfangsung, maka PIHAK PERTAMA mempunyai hak, kewajiban dan tanggung
lawab sebagai berikut:

4.

berhak untuk menempati Objek dengan rasa aman dari gugatan pihak fain yang menyatakan
berhak atas Objek. '

berhak untuk menambah jaringan telepon dan daya listrik atau instalasi listrik beserta
perlengkapannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan PIHAK KEDUA dengan biaya
sepenuhnya menjadi beban/tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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wajib membayar Biaya Pemanfaatan (berikut dendanya jika ada) serta biaya-biaya lain yang
ditentukan dalam PERJANJIAN ini secara benar dan tepat waktu.

pada Cbjek tidak menyimpan, menimbun, memasarkan atay membiarkan disimpan bahan-
bahan yang mudah terbakar, mudah meledak, senjata api, narkoba atau bahan-bahan lain yang
membahayakan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan ganti rugi atas kehilangan atau kerugian yang
terjadi baik sebagian maupun keseluruhan barang atau harta benda PIHAK PERTAMA vang
diakibatkan adanya peristiwa pencurian, perampokan, penjarahan, kebakaran, bencana atam,
kerusuhan atau sebab-sebab fain selama jangka waktu PERJANJIAN ini kecuali dapat dibuktikan
bahwa kehilangan atau kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian atau kesengajaan PIHAK
KEDUA.

wajib turut serta menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan pada lingkungan sekitar Objek
terhadap upaya-upaya pihak luar yang dapat merugikan dan/atau merusak Objek.

menjamin bahwa PIHAK PERTAMA tidak akan mengalihkan tanggungjawab atas hak
pemanfaatan Objek dengan dalih apapun baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak lain
diluar PERJIANJIAN ini, PIHAK PERTAMA harus selalu menjaga kepentingan PIHAK KEDUA terkait
dengan peiaksanaan PERJANJIAN ini agar tidak ada permasalahan yang timbui selama dan
setefah berakhirnya PERIANJIAN ini,

wajib mengosongkan Objek apabila PERIANJIAN berakhir dan tidak diperpanjang lagi dengan
biaya sepenuhnya ditanggung PIHAK PERTAMA.

wajib untuk mendapatkan semua perijinan dan persetujuan yang diperlukan dari instansi terkait
untuk kegiatannya sesuai tugas pokok dan fungsi PIHAK PERTAMA.

wajib mentaati dan melaksanakan semua ketentuan yang tertuang dalam PERJANJIAN ini
dengan sebaik- baiknya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

PASAL 10
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

Selama PERJANJIAN berlangsung, maka PIHAK KEDUA mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab
sebagai berikut:

a.

berhak menetapkan Objek berikut ketentuan-ketentuannya;

berhak atas pembayaran biaya (berikut dendanya apabila ada) sesuai dengan ketentuan dalam
PERJANJIAN ini.

Menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa Objek terbebas dari gugatan pihak manapun termasuk
PT Pos Indonesia {Persero} yang menyatakan berhak atas Obijek;

mengizinkan karyawan atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan PIHAK PERTAMA untuk
memasuki Objek guna melakukan aktivitas yang terkait dengan pelayanan dan operasional PIHAK
PERTAMA pada jam kerja.

wajib menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan pada lingkungan sekitar Objek terhadap
upaya pihak luar yang dapat merugikan dan/atau merusak Objek vang dimanfaatkan PIHAK
PERTAMA.

menjamin semua fasilitas yang menjadi kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 dapat diberikan/dipenuhi kepada PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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g.

wajib mentaati dan mefaksanakan semua Ketentuan yang tertuang dalam PERJANJIAN ini dengan
sebaik-baiknya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11
PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin PIHAK lainnya dalam PERJANJIAN ini sebagai
berikut:

.

masing-masing PIHAK berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanakan PERJANJIAN ini
dan dokumen lain sehubungan dengan PERJIANJIAN ini, serta tefah melaksanakan semua tindakan
dan persyaratan yang disyaratkan untuk sahnya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan
PERJANJIAN ini dan dokumen lain sehubungan dengan PERJANJIAN Ini.

PERJANJIAN ini dan dokumen fain yang terkait dengan PERJANJIAN ini adafah sah, berlaku dan
mengikat sah dan menimbulkan kewajiban hukum terhadap PARA PIHAK, sesuai dengan syarat
dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.

setiap izin, pemberian kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh PARA PIHAK
sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, keberlakuan PERJANIIAN ini atau
pelaksanaannya oleh PARA PIHAK atas kewajibannya menurut PERIANHAN ini telah diperoieh
atau dibuat dan berlaku penuh.

PIHAK PERTAMA menyatakan dan menjamin untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan maupun peraturan yang dikeluarkan cleh Pemerintah termasuk memenuhi segala
perijinan yang diperiukan sesuai tugas pokok dan fungsi.

PIHAK PERTAMA menjamin sepenuhnya bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya pada
Objek tidak akan mengganggu fungsi layanan Kantor Pos, komunikasi dan jaringan virtual milik
PIHAK KEDUA sepanjang terkait dengan Obyek.

apabila PIHAK PERTAMA dalam meiaksanakan keglatan usahanya pada Objek mengakibatkan
timbulnya gangguan atau tidak berfungsinya jaringan virtual atau rusaknya sarana dan/atau
prasarana PIHAK KEDUA sepanjang terkait dengan Objek, maka PARA PIHAK sepakat- untuk
menentukan kerugian yang timbul dan PIHAK KEDUA berhak menuntut dan mendapat ganti rugi
dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 12

FASILITAS
PIHAK KEDUA wajib menyediakan fasilitas untuk PIHAK PERTAMA terkait pelaksanaan
PERJANIIAN ini sebagai berikut;

a. keamanan lingkungan sekitar gedung tempat Objek {secara umum);

b. kebersihan fingkungan sekitar gedung tempat Objek {secara umum);

. Area Parkir khusus untuk Pejabat Eselon | danll PIHAK PERTAMA,

d. 2 line telepon di luar biaya pemakaian;

e. 1line fax di luar biaya pemakaian:

f.  pasoken Air bersih yang layak digunakan untuk termasuk namun tidak terbatas pada toilet,
dapur/pantry;

g. aliran listrik masing-masing Objek di luar biaya pemakaian yang aktif selama melaksanakan
perkerjaan;

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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{(2)

{3)

{5)

(6)

{1)

akses khusus pintu masuk dan lift termasuk penataan Lobby Kemenko Bidang Perekonomian
di lantai 2 untuk PIHAK PERTAMA, tamu PIHAK PERTAMA, atau pihak yang berkepentingan
untuk PIHAK PERTAMA.

ruang/tempat/space untuk PIHAK PERTAMA dapat memasang dan mengoperasikan Media
Iklan Luar Ruang, Banner, Spanduk, atau Media lain yang diperlukan sesuai kesepakatan PARA
PIHAK,

PASAL 13
KOMPENSASI
Apabila PIMAK KEUDA tidak dapat memberikan fasilitas vang dibutuhkan PIHAK PERTAMA, maka
PIHAK KEDUA wajib memberikan kompensasi kepada PIHAK PERTAMA.
Kompensasi dapat diberikan apabila memenuhi syarat:
a. Listrik mati lebih dari 2 {dua} jam.
b. Tidak tersedia air bersih selama jam operasional kantor.
Kompensasi yang diberikan berup(pengranggigagihan Listrik PIHAK PERTAMA. Perhitungan
pemberian kompensasi sebesar 1/1800 (1 Ber mil) dari nilal kontrak per hari {fasilitas tidak
tersedia}. Nilai kompensasi akan menjadi pengurang tagihan biaya Listrik periode bulan
berkenaan,

PASAL 14

HUBUNGAN KERJA
PIHAK PERTAMA tidak mempunyai tkatan hukum apapun yang mendasarkan hak dan kewajiban
terhadap PT Pos Indonesia (Persero) akibat Perjanfian ini.
PIHAK PERTAMA hanya mempunyai ikatan hukum dengan PIHAK KEDUA sesual dengan
ketentuan yang tertuang delam Perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam hal terjadi sengketa antara PIHAK KEDUA dan PT Pos Indonesia {Persero} selaku pemilik
aset yang dikelola oleh PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA harus dibebaskan atas segala tanggung
jawab/kewajiban yang dituntut oleh PT Pos Indonesia {Persero).

PASAL 15
KERJA SAMA PENGUSAHAAN DAN PENGELOLAAN ASET

PIHAK KEDUA sebagal pengelola aset mifik PT Pos Indonesia {Persero} terkait vaitu, dengan
ditandatanganinya PERJANJIAN ini menyatakan telah mempunyai Perianjian Pengusahaan dan
Pengelolaan Aset dengan PT Pos Indonesia (Persero} terkait aset dimaksud yaitu sebuah ruangan
yang akan disewakan kepada PIHAK PERTAMA untuk menjadi ruangan kerja PIHAK PERTAMA
pada lokasi Gedung Pos thukota, Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1 Jakarta 10710.
Perjanjian Pengusahaan dan Pengelolaan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat {1) menjadi
dasar kewenangan PIHAK KEDUA untuk melakukan perikatan kepada PIHAK PERTAMA dalam
rangka pengusahaan dan pengelolaan Aset dimaksud.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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{4)

(4)

PASAL 16

FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)
Yang dimaksud dengan force mafeure dalam PERJANJIAN ini adalah kejadian atau peristiwa yang
secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada diluar kemampuan
manusia untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut, yaitu kejadian peristiwa
peperangan {yang dideklarasikan), huru-hara, sabotase, pemberontakan, bencana alam {germpa
bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran dan bencana alam lainnya), wabah penyakit, kebijakan
{sebagaimana diumumkan oleh instansi yang berwenang), pemogokan umum, perubahan
ketetentuan perundang-undangan dan/atay kebifakan pemerintah atau instantsi terkait, yang
dapat mengakibatkan tidak terlaksananya PERJIANIIAN ini.
Dalam hal terjadinya force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat {1), maka PIHAK yang
terkena force majeure wajib segera memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK fainnya
selambat-lambatnya 15 {lima belas} hari terhitung sejak terjadinya keadaan force majeure
tersehut,
Keterlambatan atau kelalaian PARA PIHAK dalam memberitahukan terjadinya force majeure,
mengakibatkan tidak dizkuinya peristiwa tersebut sehagai force majeure oieh PIHAK lainnya.
PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau
peristiwa force majeure atau menyebabkan tidak teriaksananya PERJANNAN ini secara tetap
akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 17

JANGKA WAKTU PERJANIIAN
PERJANJIAN ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga} bulan, terhitung sejak tanggai 1 Juli 2025
sampai dengan 31 September 2025, dan secara otomatis sama dengan jangka waktu
pemanfaatan Objek.
PERJANJIAN ini dapat diperpanjang dengan/tanpa perubahan ruang fingkup pekerjaan atas
kehendak PIHAK PERTAMA, dengan mengajukan permohonan tertulis kepada PIHAK KEDUA
paling lambat 2 {dua} bulan sebeluym berakhirnya jangka waktu PERJANIIAN dimaksud pada
ayat (1).
PIHAK KEDUA akan memberikan jawaban tertulls kepada PIHAK PERTAMA paling iambat 1
(satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan perpanjangan PERJANJIAN oleh
PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA.
Dalam hal batas waktu pengajuan perpanjangan yang tercantum pada ayat {2) Pasal ini
terlewati dan PIHAK PERTAMA tidak atau belum mengajukan permohonan secara tertulis
perihal perpanjangan tersebut, maka PIHAK PERTAMA dianggap tidak berkehendak untuk
memperpanjang PERJANIIAN ini, dan oleh karenanya PIHAK KEDUA berhak memberikan
kesempatan kepada pihak fain untuk memanfaatkan Objek atau dipergunakan sendiri oleh
PIHAK KEDUA,
PIHAK KEDUA berwenang penuh untuk mengabulkan atau menolak permohenan perpanjangan
PERJANJIAN yang diajukan PIHAK PERTAMA.
Dalam hal perpanjangan PERJANJIAN disetujui, PIHAK KEDUA berwenang penuh untuk
menambah dan atau mengubah ketentuan dan syarat-syarat perjanjian yang akan dituangkan
dalam perjanjian yang baru dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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PASAL 18
PENGAKHIRAN

PERJANIIAN ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya fengka waktu sebagaimana dimaksud datam

Pasal 16 apabila:

a.  ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak
memungkinkan beriangsungnya PERJANJIAN ini;

b.  salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak mefakukan kewajibannya sesuai ketentuan dan
syarat-syarat yang ditetapkan dalam PERIANJIAN ini; dan

c PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA berkehendak mengakhiri PERIANJIAN secara
sepihak.

PIHAK KEDUA berhak dengan segera mengakhiri PERJANIIAN ini dengan terlebih dahulu

memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA tentang pengakhiran

PERIANIIAN, apabila terjadi peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

a.  PIHAK KEDUA akan menggunakan Objek untuk kepentingan dinas PIHAK KEDUA setelah
sebelumnya melakukan pemberitahuan paling lambat 3 {tiga} bulan sebelum tanggal
penggunaan Cbjek;

k.  PIHAK PERTAMA melalaikan kewajiban dan/atau melanggar ketentuan vang telah
ditetapkan dalam PERJANIIAN ini;

c. kegiatan PIHAK PERTAMA vang dijalankan pada Objek adalah kegiatan yang terfarang,
atau ditutup atas perintah instansi yang berwenang dan PIHAK PERTAMA tidak dapat
melaksanakan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan secara tuntas keadaan-keadaan
tersebut dalam waktu 15 (lima belas} hari kalender setefah ada surat teguran atau perintah
atau tindakan lainnya oieh pihak yang berwenang;

d.  PIHAK PERTAMA mengalihkan tanggung jawab atas hak pemanfaatan Objek ini dengan
dalih apapun baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak iain difuar PERJANJIAN ini.

Selain oleh sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2), PIHAK PERTAMA dapat juga

mengakhiri PERJANJIAN ini sebelum berakhirnya jangka waktu PERJANIIAN dengan terlebih

dahulu memberitahukan secara tertulis maksud tersebut paling lambat 1 {satu} bulan sebelum
tanggal pengakhiran PERIANJIAN yang diinginkan.

Dalam hal pengakhiran PERJANIIAN diakibatkan sebab-sebab sebagaimana dimaksud pada:

a. ayat {1) huruf b dalam hal PIHAK KEDUA tidak melakukan kewajibannya sesuai ketentuan

dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam PERJANJIAN ini;

b. ayat {1} huruf ¢ dalam hal kehendak pengakhiran PERIANJIAN lahir dari PIHAK KEDUA,;

dan

. ayat {2) huruf a,

maka Blaya Pemanfaatan yang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

akan dikembalikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk sejumiah masa pemanfaatan

Objek yang belum dijalani dikurangi pembayaran pajak vang telah disetorkan dan biaya-biaya

lainnya apabila ada.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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Pengakhiran PERJANJIAN selain oleh sebab-sebab sebagaimana dimaksud pada ayat {4), Biaya
Pemanfaatan yang telah dibayarkan dimuka oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak
bisa dimintakan kembati ataupun dikompensasikan daiam bentuk apapun.

Dalam hal Perjanjian ini berakhir oleh sebab apapun, maka PIHAK PERTAMA wajib segera
menyerahkan Objek kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan Pasal 8 PERJANJIAN ini.
Pengakhiran PERJANJIAN dalam bentuk apapun tidak akan menghilangkan kewajiban masing-
masing PIHAK yang masih harus diselesaikan yang timbul sebeium pengakhiran PERJANIIAN
dilakukan, termasuk pembayaran biaya dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata sejauh mengenai pengakhiran PERIANJIAN.

PASAL 19
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan atay perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan
PERIANJIAN ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat,
Apabila tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud dajlam ayat (1} Pasal ini, PARA PIMAK
sepakat untuk menyelesaikan persefisthan melaluj Pengadilan Negeri jakarta Pusat.

PASAL 20
KORESPONDENSI

Komunikasi yang berhubungan dengan PERJANJAN ini, wajib disampaikan secara tertulis dan
dikirim langsung dengan mendapat suatu tanda bukti terima atau dikirim dengan pos kilat
khusus kepada atamat PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAKPERTAMA

Alamat : Bagian Rumah Tangga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Gedung Ali Wardhana, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta
Pusat 10340,

Telepon + (021} 3522001

Faisimile  : {021) 3441268

b. PIHAK KEDUA
Alamat : PT Pos Properti Indonesia
Graha Pos Indonesia
lalan Banda No 30 Bandung
Telepon -
Faksimile : -
Setiap pemberitahuan dan korespondensi ke alamat atau nomor faksimiii tersebut di atas,
dianggap telah diterima atau disampaikan:
a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan
penerimazan pada buku pengantar surat (ekspedisi} atau tanda terima lain yang diterbitkan
oleh pengirim;

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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b. pada hari dan tanggal yang tercantum pada bukti terima, apabila dikirim melalui jasa
pengiriman dokumen milik PIHAK KEDUA;

¢. pada hari yang sama, apabila dikirim melalui faksimili dengan ketentuan mesin pengiriman
faksimili menerbitkan laporan yang menunjukan bahwa pengiriman melalui faksimili telah
herhasil.

Jika terjadi perubahan alamat korespondensi yang tercantum daiam Perjanjian ini, maka PIHAK
yang mengubah alamat wajib untuk memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada
PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 7 {tujuh) hari kerfa setelah perubahan alamat
itu terjadi atau dilakukan.

Segala konsekuensi yang timbul akibat keterlambatan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya
sepenuhnya menfadi resiko dan tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan alamat
tersebut.

PASAL 21
ANTI SUAP DAN ANT] KORUPSI
PARA PIHAK menyatakan bahwa masing-masing PIHAK telah mengetahui seluruh peraturan
perundang-undangan anti suap dan anti korupsi {"Peraturan mengenal Antf Suap dan Anti
Korupsi®) dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan
Perjanfian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar Peraturan mengenai
anti suap dan anti korupsi. Oleh karena itu, PARA PIHAK dengan ini setuju hahwa:

a. Tidak akan mempekerjakan/mempertahankan orang yang merupakan pejabat
pemerintah atau karyawan, termasuk karyawan dari korporasi, agen, atau badan
yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, kecuali fika jasa vang
dipertahankan adalah pekerjaan konsultasi yang tulen dan jika diperiukan pejabat
yang dipertahankan telah memperoleh persetujuan oleh otoritas/pemberi kerja
yang Kompeten untuk layanan konsultasi yang dimaksud;

b. PARA PIHAK tidak akan secara langsung  maupun tidak langsung membayar,
menawarkan atau berjanji untuk membayar atau mengalihkan apapun dengan nilai
berapapun kepada pejabat atau karyawan pemerintah, atau kepada partai politik atau
kandidat untuk jabatan politik, dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan
keputusan yang menguntungkan bisnis PIHAK lainnya yang bertentangan dengan
Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korugsi;

c. PARA PIHAK akan segera memberitahukan PIHAX fainnya secara tertulis dalam hal
orang yang dipekerjakan atau terasosiasi dengan salah satu PIHAK menjadi pejabat
pemerintah, pejabat, atau kandidat partai poiitik, kecuali jasa yang dipertahankan
adalah  pekerjaan konsultasi vang tulen dan jika diperlukan pejabat’ yang
dipertahankan telah memperoleh persetujuan seperlunya dari otoritas/pemberi
kerja vang kompeten untuk layanan konsultasi yang dimaksud;

d. PARA PIHAK akan memelihara catatan yang benar dan akurat sesuai kebutuhan
untuk mendemonstrasikan kepatuhan terhadap Perjanjian dan akan menyediakan

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
ff, U@' \f:\

v




(1)

{2}

PIHAK tainnya sertifikasi tertulis atas kepatuhan tersebut berdasarkan permintaan
yang sederhana
e. Jika salah satu PIHAK gagal untuk mematuhi ketentuan apapun dalam Perjanjian

ini, kegagalan tersebut harus dianggap sebagai pelanggaran yang material terhadap

Perjanjian ini, dan atas kegagalan tersebut, PIHAK yang mematuhi  ketentuan

mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian ini secepatnya dengan pemberitahuan

tertulis kepada PIHAK lainnya tanpa penalty atau kewafipan apapun juga.
PARA PIHAK harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin,
pemiiik, pemegang saham, pejabat, direksi, karyawan dan agen mematuhi, semua peraturan
perundang-undangan anti suap dan korupsi vang berlaku dalam setiap transaksi bisnis dan
kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perfanjian ini. Segaia perubahan dan hai-hal yang
belum ada / betum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK
dan dituangkan sebagai Amandemen {aturan perubahan} atau Addendum (aturan tambahan)
dan akan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang
mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 22
orome. INTEGRITAS
Daiam rangka pelaksanaan\’%rjanjuaninf?}maka PARA PIHAK:

a. Berjanfi untuk melaksanakan  Perjanjian ini secara professional dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara
Republik Indonesia;

b. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari
pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan asebagai gratifikasi
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik
Indonesia

¢. Berjanfi memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang
berada dalam control masing-masing PIHAK, antara lain karyawan, pegawai,
Direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjatankan ketentuan Pasal
in

d. Segala perubahan dan hal-hal yang belum ada / belum cukup diatur dalam Perjanjian
ini, akan diatur lebih tanjut oleh PARA PIHAK dan dituangkan sebagai Amandemen
{aturan perubahan} atau Addendum {aturan tambahan} dan akan ditandatangani oieh
PARA PIHAK vang merupakan satu kesatuan dan bagian yang mengikat dan tidak
terpisahkan dari Perjanjian ini.

Datam rangka penerapan tata Kelola yang baik {Good Corporate Governance)} di masing-masing
PIHAK, jika dalam proses pelaksanaan Perfanjian ini salah satu PIHAK mengetahui adanya
Tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atay hukum, benturan kepentingan,
penyuapan/gratifikasi, maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai salah satu
PiHAK, agar melaporkan melalui perwakilan bagian Good Corporate Governance di masing-
masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
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PASAL 23
EETENTUAN LAIN-LAIN

(1] Segala perubahan dan hal-hal yang belum ads / belum ukap distur datam Ferjanjian ini, akan
diatur lwbih lanjur oleh PARA PIMAK din detlanghan sebagai Ampndemen |aturan perubahan]
atau Addendim |aturan tambahan) dan akan ditshdatangani oleh PARA PIMAK yaing meripakan
LU ke satian dan baglin yang menglkat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Inl,

(2] Ketentlan-ketentusn dalam PERIANUIAN ini tidak dapat ditatsirkan sebogai bentub ehakiviifitas
erpasama di antara PARA PIHAK. sebingga PARA PIHAK tetap melaksanakan ber)a sama dengan
pitiak Lairmya dalam kegiatannya seluri-satar,

PASAL 22

PENUTLIP
PERIAMIAN ini dibuat dan ditandutaniganl oleh PARA PIMAK pada harl, tanggal dan tempat
sabagaimana disebutian di awal PERIAMIAN ini, dan dibuat dalam rangkap 2 [duia) sl rerta dibubibi
mueteral cukup, dan berlaku sebapsl sl bukt vami mempuryal kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
KEMENTERIAN KOORDINATOR PT POS PROPERT! INDDNESIA
BIDANG PERENONOMIAN,

PEIADAT PEMBUAT KOMITMEN ALDHITA PRAYDHIPUTRA i

KEGIATAN 2488, 2490 Chiel Commercial Officer.
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REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR PRIORITAS (KPFPIF)

SURAT PERIANIIAN
(Waktu Penugmsan)

No: SP-IATPR.KPPIPF/PMOUTI0LE
Tanggal: 01 Juli 2025

Untuk Melaksanakan Paket Pekerjnan Jasa Konsultansi Badan Ussha Pendubung Project
Managenent Office (PMO) Dalam Proyek Strategls Nusional (PSN) Dan Kebijakan Percepatan
Infrastruktur Dun Pengembangan Wilsyah Untuk Kemudahan PSN
KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS
tkPPIF)

ANTARA

PEIABAT PENANDATANGAN KONTRAK
KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR FRIORITAS (KPPIP)

DAN

(FT. FROSFERA CONSULTING ENGINEERS)

TAHLUN ANGGARAN 2025




KEMENTERIAN KDORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS
Gedung Pos Ibukota Lantal & Blok A,
Ji. Lapangan Banteng Utsra No. 1, Jakara 10710 - Talp: 021-3453171/084; Fax: 021-3453155

SURAT PERJANJIAN

Untuk Meloksannkan Paket Pelerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pendukung Projecr

Management Cffice (PMO) Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Kebijakan Percepatan

Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah Untuk Kemudahan PSN

Komite Percepatan Penyedipan Infrastrukior Priontes (KPP
Nomor : SP-24/PPE.KPPIPTMOMO7T2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lsmpirannya (selanjutnya disebut “Kontrmk™) dibust dan
ditandatangani di Jakarta pada han Selsan tangyal Satu bulsn Juli wbus Dun Riby Dus Puluh
Lima (01-07-2025) wvari

1.

I

HOTMA GIDEON, selaku Pejubat Penandatangan Kontrak, yang bertindak secara sab untuk
din ates noma Komite Pereepatan Penyedisan Infrastruktur Prioriies, Kementerian Koordindtar
Bidang Perckonomian, yang berkodududian di ). Lopangan Baneng Ulsra, No. 1, Pasar Ban,
Jakarta Pusat (10710), bendasarkaon Keputusan Kepalp Biro Mansjemen Kinerja Dan Kena
Suma Kementerian Koordinator Bidang Perckosomian Selaky Kussa Pengyuna Angearan
Nomuor 35 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabal Pembuut Komitmen, Bendaharm Pengeluaran
Pemhantu, dan Staf Pengelola Kouangan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian (selesjutnyva dischul “Pejabat Penandatangan Kontrak™);

dan

KONDANG WHIIAYANTO, musing-masing dalam kapreisenya selaku Direktur, bertindak
untuk dan atas nama PT. PROSPERA CONSULTING ENGINEERS, berkedudukan Graha
Mompang Lt 2 Anpex JI. Mampang Prapatan Rays No, 100, Duren Tiga, Pancoran, Jukarm
Selatan 12760, berdasarkan Akta Pendinan’ Nomor 31 tnggal 22 Desember 2022, selanjutnys
disehut Ponvedia

ejubat Penandatangan Kontrak dan Penyedia secam sendiri-sendin disebut sebagai Pilak Pejabat
Penundatangan Kontrak/Penyedia, dan secars bersama-sama disebut sebagnl Pars Pihak.

WA



Para Pihak mencrungkan terlehih dahulu bahwa:

{a) Telah dindakan proses pemilihan penyedia yang 1eloh sesusi dengan Dokumes Pemniliban:

(b) Pejabat Penandutangin Kontrak telah menunjuk Penyedia melalul Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: BM.OZ.04/02/D. V. M.EKON 5. PPR/O7/2025, Tanggal; 01 Juli
2025, untuk melaksanakan pekerjnan sebagaimana diterangkan dalim Syarat-Syarat Umum
Kontrak, selanjutnya disebut sebagal “Pengadaan Jass Konsultasi™,

(¢} Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pennndmangan Kontrak, memenuhi persyaratan
kuahifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, don sumber daya teknis, sertn telah
mmmy-:;ju: untuk menvediskan Jasa Konsultass sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam
ko i

{d) Pejobat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenungan untuk
menandutangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yung diwakiliz

(e} Pejabat Penandatangan Kontrok den Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubunpan
dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

17 telah dan senantiase diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

2)  mensndstangani Kontrak ind setelah meneliti secara patut;

3} telah membaca dan metmahami secars penuh keétentuan Kontrak ini;

4) telah mendapatkan kesempatan yang memadal untuk memerikia dan menghonfirmas
Ssemun ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejubat Penandatungan Kontrak dan Penvedia dingan ini bersepakat
dan menyetujul hal-hal sehagai berkut:

PASAL |
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Penstilahun dan ungkapan dalam Kontrak ni memiliki amn dan makna yang sama sepert vang
tercantum dilam lampiran Kontrak inl.

PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Adapun lingkup pekeqgaan lasa Konsuluse Badan Usaha Pendukung Projecr Managenum Office
(PMO) untuk Proyek Strategis Nasfonol (PSN) don kebijokon percepatan mfratruktur dan
pengembangun wiluyeh untuk kemudahan buast PSN sdislah,

11 Membenkan dukungan strategis kepada Ketun Tim Pelaksuna, Sekretarint dan PMO KPPIP

melalu usaha pengumpuilan diota dan atnlisa, pemberian rekomendausi sirategd dan kebiiakan

dajem rangks penyedigan FSN, Khosusnya pada sektor air, jolan, transportasi, enerii, dan

kawasan;
2] Melakukan pendompingan PMO untuk percepatan Provek Steategis Nasional (PSN)

o Mengidentifiknsi  tmimogan  dan hambatan. melakukan analisis  hambatar, Qi
merekomendusikon  solin untuk  perceputin PSN. baik dari aspek  regulasi' dan
implementasi;

b Meayuson, menganalisis dan membuat laporan impst pemantisumn dan debottlenscking
tericnit PSN serts luporan terkait monitonng dan evalugs keihauan PSN:

51 Melaksanakan evaluss) Proyek Infrestruktur Priontas (PIP), sebagaimana dimandiitkan

P
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3)
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dalam Perpres No, 122 Tahun 2016;

Melakukan pengumpulan dota, analisis, sertn membenkan rekomendasi strategi - dan
kebijokan dalam mendukung proses momtoring PSN;

Mengonalisis dan menyusun substansi mpat monitonng, debotilenccking: sern forum
koordinasi lintas sektor, maupun penugasan khusus yang dibenkan Ketus Tim Pelaksana
dan/aton Sekretaris Tim Pelaksana terkait PSN;

Membantu menyusun Laporan Presiden PSN dan Laporan Semester PSN;

Melakukan manajemen dan dokumentasi selurub kegiatan KPPIP Semester kedun Tahun
2025,

PASAL 3
JENIS DAN NILAI KONTRAK

Pengaduan Jasa Konsultansi ini menggunakan Jenis Kontrak Waktu Penugnsan,

Nilai Kaontrok termasuk Pajok Penghasilan (PPh) adalah sehesar Rp. 1,929.081.795.- (Satu
Miligr Sembilan Rutus Dug Puluh Sembilon Jute Lima Puluh Satu Ribn Tujuh Ratux
Sembitan Pulich Lima Rupiah);

PASALA4
DOKUMEN KONTRAK

Dokumen-dokumen benkut merupakon kesatuin dan bagian vang tidak terpisalikan dari
Kontrak 1

2. adendum/perububin Kontrk (apabils ada),

. Kontrak;

¢ syarat-svarnt Khosus Kontrak;

d. symrat-synrat unmam Kontrmk;

¢, Dokumen penawaran;

. KAK:

g pambar-gambar (apabiln ada);

h. Rekapitulasi Penswiran Biaya (rincian harga petiawatan) apabila ada; dan

1. dokumen lainnyn seperti; jaminen- jaminan dan SPPRJ

Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu samn liin, dan jika terjadi
pertentangan anturs ketentuan dalam seatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang
lain maka yvang berliku adalah Ketentuan dalam dokumen vang lebih tinggt berdasarkan
urutan hierarki pada ayat (1) dl atas;

o



FASAL S
HAK DAN KEWAJIBAN

Huk dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dun Penyedin dinvatakan dalam
Syaral-Syaral Umum Kontrak (SSUK) dan Syrmi-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

PASAL 6
MASA BERLAKU KONTRAK

Musa berlaku Kontrak im verhitung sejuk tanggal penandatanganan Kontrak sumpsi dengan
selesainya pekerjann dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur
dalam SSUK dan SSKEK.

Dengan demikian, Peoebal Penundatangan Kootk dan Penyedia telah bersepakst  unituk
menandstangani Kontrak ind pads tanggal terschut di atas dan melaksamakan Kontmk sesuai
ketentuan persturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibust dalam 3 (tigaj renghkap,
masing-masing dibububi dengan meterni, mempunyai kekuaten hukum yang sama dan mengikat
bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesual kebutuhan tanpa dibubuhi meterai,

Ulniuk dasn otas nama Uniuk dan anas naems Penvedia

Sekreturint Kotite Percepainn Penyvedinam
e H._-/
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Infrastruktur Poorntas, Kementerian
h.mrﬂh‘l‘m Hidang Perckonomian,
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SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (S5UK)

A. KETENTUAN UMUM

Definisi

Istilab-istilah vang digunakan dalam Syarat-Syamt Umum Kontrak inl
harus mempunyai arti sy tafsiran seperti vang dimaksudioan sehagm
herikut:

1.1 Jasn Konsoltansi adalah jesa laydnan  profesional  yong
membuishkan  keahlian tenentu diberbagal bidang  keilmuan
yang mengulamakin adanya oleh pikir.

1.2 Pengguna Angparan yang sclanjutnva discbut PA  sdalih

pejobat  pemegang Kewenangan | pengEunMan  anggEaren
Kementerian NegaraLembaga/Perangkat Daerah.

1.3 Kuasa Pengguna Anggeran pada pelsksansan APBN yang
selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat vang memperaleh
kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
twhggung  jawab  pengigunann anggeran pada
Kementerian/Lembagn yang bersangkutan

1.4  Kussa Pengguna Anggaran padn peloksinum APBD vang
selinjuinva disingkal KPA adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksenakan schagan kewenangan penggunn angsaran
dalam melakssnakan schaphn wpas dan fungst Peorangkon
Daerah.

1.5 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjuinys disnghat PPR
adalali pejabat vang diberi kewensngan oleh PAKPA untuk
mengambil keputusan dan/atng melakukion tindakan yang dapat
mengakibatkan pengelunran anggaran belanjn negrra/angyaran
helanja doerah.

16 Pejabat Penandatangan Kontrak adalah adalah PA, KPA, atsu
I'eK.

1.7 Aparat Pengawas Intern Pemerintals alsu pengendali internal
vang selanjutnya disebunt APIP adalsh apers! vang melikukan
pengawasan melahn audit, revie, pemantounn, evaluas:, dan
Kegiatan pengawasan lain terhadap penyelengearaan tugas dan
fungsi Pemenintah;

|8 Penyedia Harangllosa Pemerintab ving selonjuinyn disebut
Penyedia adalah Pelaku Usaha vang menyediakan barang/jnsa
herdasarkan kontrak.

1.9 Suob penyedia adalah penvedia yang mengadakan perjanjian
kerjin denpgan  penyodia penanggung jawaeb  kontrak,  untuk
melaksinakan schagian pekeriaan (subkontrak).

110 Kembtrasn sdalah Kerja sama antar penyedia baik dalam bentuk
konsorstum/kerja soma opetasi ‘bentuk kerja sama lnin vang

-
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masing-masing pihak mempunyal hak, kewujiban dan tanggung
jawah vang jelas berdasurkan perjanjian tertulis.

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah
Jaminan teriulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum' Perusahann
Penjamingn/Perusahaan  Asuransi/lembaga  kevangan  khusus
yang menjalankan ussha di bidang pembisyaan, penjaminan, dan
asuransi untuk mendorong ckspor Indonesii sesuai dengan
ketentunn dalam  peraturan perundang-undangan di  bidang
lembags pembiayaan ckspor Indonesis.

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnyn dischu
kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penandatangan
Kontrnk dengan Penyedin.

Bagian Kontrak adalah bagion pekerjaan dari satu pekesjaan
yang ditetapian dalum Dokumen Seleksi, Penyelesaian masing-
masing pekerjoan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut
tidak fergantung satu samae lain den memiliki fungs vang
berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak terpebut
tidak terkait satu sama lain,

Nilai Kentrak adalah total hierga vang tercantum dalum Kontrak.

Harl ddalah han kalender, kevuali discbutkan secara eksplisit
dobagni harl Kerju

Harga Perkiraan Sendidl vang selanjutnya disingkal HPS
adislab perkirasn harga barsngjasa yang disctapkan oleh PPE.

Pekerjann utama sdalah jems pekergpan yang secars langsung
menunjang lerwujudnya dan berfungsinys has] pekerjaan yang
ditetspkon dalum Dokumen Seleksi.

Bagian Pckerjman yang disubkontrakkan adalah bawan
pekerann bukan  pekerjaan  wiama vang  ditetapkan  dalam
Dokumen Seleksi, vang pelukisinaannya diserahkan kepada
penyedia lain dan diseruini terdebih dabulu oleh  Pejabot
Penandmtangsin Kontrok.

Rekapitulasi Penawaran Bimya (rincian hargia penawaran)
adialah dafter kuantitas yung telah dive harge satuan dan jumlah
biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penswaran.

Rincian Binya Langvang Personel adaleh bava lingsung vang
dipertukan untitk membayur resmenernsi tenaga ohli berdasarkan
Rontrak.

Rincinn Biaya Langsung Noo Personel adalah hizyn langsung
vang diperhukon untuk menunjang pelaksanaan Kontrak vang
dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga pasar

vang wajnr dan depat dipertangmingjawabkan serth  sestibi
dengan periaman kegiatan

Personel Iotl adalah omng yang ditempatkan secara penuh
scsuni dengan persyamatan yang ditetapkan dalem Dokumen
Seleksi serta pesivinya dalum manajemen peluksunazn pekeraan

[ m—
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3. Penerapan

3. Hahasa dam
Hukum

4. Perbuntan
yang Dilurang
dan Sanksl

sesunl dengan orgamisasi peluksanaan yang dinjukan umok
melnksanakan pekerjain,

123 Tenags AbN adalah bagian dari Personel dengan keahlian,
kualifikasi, dan pengalaman d bidang tertentu.

1.24 Metode Pelaksanaan Pekerjaan adaloh cara kerja vang lavak,
realistis dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh
pekenoan dan diyakini menggambarkan pengunsasn  dalam
penyvelesaian  pekerjaan  dengan  tohap pelaksansan  yang
sistimatis berdasarkan sumber dayva vang dimiliki Penvedia,

1.25 Jadwal Waktu Pelaksanaan adalsh jadwul vang menunjukkan
kebutuhan wakt yang diperlukan untuk  menyelesaikan
pekerinan, terdini atus tahap pelaksunaan yang disusun secars
logis, realistin dan dapat dilaksanakan,

.26 Mnsa Kontrak adalah jongka waktu berlakunya kontrak ind
terhitung sejok tangeal penandatungan kontrak sampai dengan

tanggal selesainya pekerjaan dan terpenuhinyi seluruh hak dan
kewajiban Para Pihak.

1.27 Tanggsl mulai kerjs sdalsh tanggal Penyedin mulai bekerja

yang sama dengan  tanggal penanditangan SPMK  yang
diterhitkan vleh Pefabat Penandatangsn Koentrak.

125 Tanggal penyelesninn pekerjann adalah tangeal penyeraban
pekerjuun, yang dinyatakan dalam berita scura serah terima hasil
pekerjaun yang yang dinndatangani oleh Pejabat Penandatangan
Kontratk dan Penvedin.

120 Kerangka Acuan Kerjs vang selonjutnys disingkst KAK
odalah dokumen vang disusun olsh PPK untuk menjelaskan
wuan, bngkop jass konsulans: senta keahiten yang diperiolon
untuk peluksanann pekerjaan berdnsarkan Kontrak mi;

S5UK diterapkan secara luas dalam peloksanaan pekenesan pengadaan
Jasa Konsultansi tetapi tidak dapatl bertentanghn dengan ketentuan-
ketentuan dilam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggl berdadarkin
urutan herarks dalaum Kontrak,

3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondenst harun dalam bahasa
Indonesia

32 Hukum vang digunakan adalah huwkum vang berlaku di
Indonesia

4.1  Berdasarkan etiks pengadnan barangjasa pemerintab, para pilak
il preng untuk:

o, menuwarkan, menerims atay menjanjikan untuk memberi

suy mehenima bodiali atiw imbalan berupa apa saja atau

melakukan tindakan lammyu uniuk mempengaruhi sinpapun

¥



7.

Asal Jusa
Konsultansi

RKoresponidensi

Wakil Sah Para
Pihak

Perpajakan

yang diketnhui atou patur dapal diduga berkaitan dengan
pengadann ini; dan’atay

b, membust dan/stey menyampaiken secarn tidak benar
dokumen din'atsn keterangan lain yang disvieratkan untuk
penyusunan dan pelaksanaon Kontrak ini.

42  Penyedia menjumin bahwa vang bersangkutan (lermasuk sermua
anggotn Kemitraan) dan sub penyedianys (jikn ada) tidak akan
melakukan tindakan yang dilarang pada klousul 4.1.

43 Penyedin yang menurut penilaian Pejabst Penandatangan
Kontrak terbukti melakukan larangan-lerongan di atas dapat
dikenakan sanksi-sanks: administratif sehagm berikut:

8 Pemutusan Kontrak:

b, Sisa uang muka harus dilunus oleh Penyedia atau jeminan
unng muka dicairkan; dan

¢ Dikenaknn sanksi daftar hitam.

44  Pengennan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejubat
Penandatangan Kontrok kepoada PA/KPA,

45 Pejabat Penandmangan Kontrak vang terlibal dalam KEKN dan
penipusn dikenakan senksi berdasarkan Ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Pekerjaan Jasa Konsultans ini dikerjakan oleh tensga kerju Indonesia
dan dapat dikerjakan oleh Gobungen Tenagn Kerpu Indonesin dan
Asing

Semua  pembentahusn,  permohonin,  persetujian,  dand/atmg
korespondensi lainnya berdasarkon Kontrak ind hamas dibuat secars
tertulls dalam BHahasa Indonesis, dan dianggap telah diberitahukan
kepadn Para Pihak stau wakil aah Pars, Pihak jike telah disampaikan

‘secarn longsung, disampaikan melalio surst tercatat, e-mail, danaty

fuksimili schiagmimana tercantum dalam SSKK.

Setuip tindakan  yung dipersyuratkan  ates  diperbolehkan  untuk
dilakukan, dan setiap dokumen vang dipersynratkon ptay diperbolehkan
untuk dibum berdosurkan Kontrok ini oleh Pejabm Penandatatigan
Kontrak atey Penyedia hanya dapat dilakukan stan dibuat oleh pejabat
vang dischutkan dalam S5KK.

Penyedia, Subpenyedin (jika adi), dan personel vang bersanghutan
berkewujiban untuk membavar semus pajake. bew retribusi, doan

pungutan inin yang sah ynng dibebankon oleh pemiumn perprpakan atas
pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengolusran perpajakan i disnggep
telah termasuk dalam nilal Kontrak,

AWZS



9, Penpgalihan
dan/atau

Sublontrak

10, Pengabaian

1. Penvedia
Mandini

12. Kemitrnan

81 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal
pergintind  nama  Penvedin, bmik sebagal akibal peleburan
{merger), konsolidasi, stau pernisahan,

92 Penyedin dapat bekerja sama dengan penyedin lun dengsn
mensubkontrakian sebagian pekerjaun, kecuali pekerjnan utama
dalam kontrak ini sebagnimana diatur dalam SSKE.

93  Penyedin hanya boleh mensubkontmkkan sebagian pekerjoan
dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

94  Penyedin hanys boleh mensubkontrakkan pekenjaan apabila
pekerjaan terscbut sejak awal di doalam Dokumen Selcksi dan
dalam Kontrak difjinkan untuk disubkontrakkan.

835 Penyedia hanyn boleh mensubkonirakkan pekerjnan setelsh
mendapat  persettjuan tertulis dari Pejabat  Penandatangan
Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjywab dtes bagian pekerjuan
yang disubkontraklan.

Jikn tesjachi pengnbaian oleh st Pihak rerhadop pelungaran ketentunns
tertentu Kontrak oleh Pthak yang lain maka pengabaion tersebut tdak
menijadi pengabaian vang terus-menerus sclama Masa Kontrak atau
scketika menjoadi pengabaian terhadep pelingearan ketentuan yvang lain.
Pengabiman hunya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertuliy
dan ditandatangani oleh Para Pihak atsn Wakil Sakh Pihak vang
melakilcan pengabaian

Penvedia berdasarkan Kontruk ini bertangpung jowab penub terhadap
persong] dun subpenyedianya (jika ada) sertn pekerjsan yang dilakokan
oleh personel atou subPenyvedianya

Kemitrnan memberi kuasa kepada salah satu anggota: vang dischut
dalam Surat Peqjunfian Kemitraan antuk bertindak untuk dan atas nama
Kemitrnan dalam pelakssnosn hak dion Kewajiban terhindap Pejohat

Pennndizngan Kontrak berdasarkan Kontrak.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

13, Jangka Wakiu
Pelaksanaan
Pekerjuan

14, Penyernhan
Lokasi  Kerjn
{apabila
diperiukan)

13.1 Kontruk ini berluku sejak tanggal penandatangman
13.2 Wakw pelaksanasn pellerjoan  adalah jungka whktu vang
diteniukan dalam S5KK.

41 Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan  keseluruhan
lokas: Kerja kepads penyedia sehelum SPMK  diterbitkan
Sebelum penverahan lokssl kerjn, dilabukan pemeriksaan

T |
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15, Surat Perintah

Mulai  Kerja
(5PMK)

6. Program Mutu

17. Rapat
Persbapan

142

14.3

14,4

15.1

122

|1

6.3
ifi4

6.4

17.1

fapungun  bersama yang  ditvangkan dalam  Benw  Acara
Peninjauan Lokas Kerja.

Jike dalam pemeriksuan lopangan bersama ditemukan hal-hal
yang dapal mengakibatkan perubahan isi Kontruk  makas
perubahan tersebut harus dituangkon dalam adeéndum Kontrak.

Jika penyerahun hanya dilakukan pada bagian tertentu dard loknsi
kerja maka Pejabat Penondotangan Kontrak dapat dinnggap telsh
menunds pelaksanuan pekerjann tertentu yung terkoit dengan
bagian lokasi kerju tersebit, dan kondisi ini ditetapkan schagai
Peristiwn Kompensasi sertn dibunt Beritn Acar.

Penyeraban lokasi kerja dituangkan dalum Berita Acarn Serah
Terima Lokasi Kerja yang ditandatangani oleh para pihak,

Pejabat Pensndatangan Kontrak menerbitkon SPMK selambat-
lambatnyn 14 (empat  belas) han  kerja  sejak  tanpgal
penandatanganan  Kontruk, kecuali apsbila anggamn belum
berlaku,

Tanggal penendatanganan SPMEK olch Peoubat Pennndatangun
Kontrak ditetapkin schagai tanggal mulal berlaky  efektif
Eontrak

Penvedin berkewbajiban untuk menyerahkan program mutu pada
mpat persiapan pelaksanaan Kontrak untuk disctujui oleh Pejaba
Penundatangn Kontrik.

Progrim mutu disusun oleh Penyedia paling sedikil herisi:
informast mengena pekeryaan vang akan dilaksanakan;
organisasi kerja Penvediag

jadwal pelaksanann pekerjaan;

prosedur pelaksanaan pekerjann;

prosedur instriks kerja, dan/ata

peiaksana kerja.

annm ity digpil direvisi sesuai dengan kondist lapangan.

Penvedia berkewnjiban untuk memutakhirkan program mutu jika
terjadi sdendum Kontrak dan Penistiwa Kompenaus|,

Pemumkhiran program mum hares mesunjukkon perkembangun
Kemajuan setinp pekeriasn dan dampeknva terhadap penjadwalan
sisa pekerjann, Pemutakhiran program muty harus mendapatikan
persetijuin Pejabatl Penandatungan Koateak

Persetujuan Pejabial Penandatangan Kontrak terhadup program
mutu tidak mengubah kewajiban kontrakiual penyedia.

- EoTe

Pejibit Penandatangan Kontrak bersarin dengan Penvedia, unsur

perencanaan, din unsur pengawassn menvelengearnkan ript
persiapun pelaksanon Kontrak,

1]
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Pelaksanaan
Kantrak

I8, Pengawasan/Pe
nyendalinn
Pelaksannun
Pekerjann

172,

7.3

181

182
18,3
154

18.5

|80

Hal-hal yang dibahus dan disepakati dolem mpat perstapan

pelaksanaan Kontrak meliputi:

a.  reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dar
kedua beluh pihak;

b, pemutokhiran/pembaharuan  rencona  pekerjaan  sepertd
tingail efektifl pelaksanasn, dan tahapan  pelaksanasn
kiontrak,

¢ reviu rencana peniloian kinerjn pekerjuon sebogai dasar
melakukon evaluasi kemujuan pekenamn;

d. diskusi bagaimanh dan  kspan  dilakukan  pelaporan
pekerjuan;

e iuty cara, wakiu dan frekuensi pengukurin dan pelaporan
vang disesuaikan dengan kondisi pekerfuan;

f.  melakukan klarifikasi hal-hal yung masih kurang jelus dan
mendiskusikan prosedur untuk mansjemen perubahan; dan

g melakukan kKlenfikasi rencann koordinasi antar para. pihak
selama pelaksanaan pekerjann

Hanil mapat persiopan pelaksanann kontrak ditwangkan dalam
Bents Acars Rapst Persiapan Pelaksproan Komtruk yang
ditendatangani aleh seluruh peserta rapat.

Selume  berlangsungnys  peliksamman  pekedann,  Pejabat
Penandatangan Kontmk dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan
dan' Tim Teknis yang berasal duri  personcl  Pejobat
Penandatangan Kootrak. Pengawas Pekenuan  berkewajiban
untuk mengawasi pelaksanaan pekenaan.

Tim Teknin bernsal dan unit kerya, mstansi yang tediout, dan/atnu
tenaga profesional.

Penpgawas  Pekerjann  berkewajiban  uniik mengawasi
pelaksunann pekerjaan.

Tim Teknis berkewnjiban untuk membahas dan menilai lapomn
Konsultan

Dralam melaksanakan kewajibannys, Pengawas Pekerfaan selnlu

bertindak untuk kepentingan Pejabst Penandatangun Kontnk.
Pengnwak Pekerjaan dopat bertindak: sehagei Wakil Sah Pejaba

Penandatangan Kontrak.

Penyedia berkewajiban untuk miclaksanakan semus petrintah
Pengawas Pekerjoan yang sestm dengan kewenangan pengawas
pekenaon dajlam Kontrok im dan saran atac rekomendos dan
Tim Teknis kebutihan.



19, Mobilisasi 19.1 Mobilisasi paling lemba diloksannkon sesumt wakty vang

ditetapkan.
19.2 Mobilisasi dapat dildkukan - secara bertahap scsuni dengan
kebutuhan.
20, Waktu 20,1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewnjiban
Penvelesalan menyelesaikan pekerjuan  selambat-lambatnya  pada  tanggal
Pekerjaan penyelesaian vany ditetapkan dalam SSKK pada klausul 13.2,

20.2 lika pekerjasn fidak selesai pada tonggal penyelesaian bukan
akibat Keadsan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau
karenn kesalahan atau kelnlaian Penyedia maokn penyedin
dikenakun denda keterlambatan.

20,3 Tangge! penyclesaion vang dimaksud dalem klausul ini adalah
mngizal penyelesaiin semui pekerjain,

21. Peristiwa Peristiwn Kompensasi dopnt diberikon kepada penyedia dalam hal
Kompensasi sehagai berikut;

a  Peabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yong dapat
mempengarubl pelaksanann pekerjuin,

b.  keterlambatan pembayaran kepada penyedio;

e Pgebat Penandatangan  Kontrak  menginstruksikan  kepada
penyedia untuk melakuken pengujian tumbahan ying setelah
dilaksanakan  pengujian  temyatn  tidak  ditemukan
eerusukan kegugalan penyimpangan;

i.  Pejabat Penandatangan Kootk fidak memberikan  gambar-
gambar, spesifikasl danfatg  instrukst sesuad jadwal  yang
dibunahlcnn;
penyedia belum bisa masuk ke lokas: sesuai jadwal dalam kootrak:
Pejabal  Penandatangan  Kontrak  memennishkan  penundaan
pelnksurnan pekerjuan; atn
g ketentuan Inin dalam SSKK.

“_ﬂ

12. Perpanjungan 221 Jika terjadi Peristiwa Kompendasi sehinppa penvelessian
Waktu peketjoan akan mebumpaoi tanggsl penyclesaian maka Penyedia
berhek untuk meminta perpanjangon  tenggnl  penyelesaian
berdassrkan data penunjang. Pejabst Penandstanpan Kontrak
dapal meminta pertimbangan Pengiwas Pekerjuan (apabila ada)
dalam  memuiusikan  perpanmngan  @nperl | Penyvelesaion
Pekeriaan

222 Nikn Peristwn. Kompensssi mengakibatian  Keterlambatan
penyelesaian pekeguan maka Peppbatl Penandatangnn Koenirak
berkewnphian  untuk  memberikan  perpanjangan  wakti

penvelesaion pekerjuan



I3, Pemberian
Kesempatan

24, Serah  Terima
Pekerjaan

2.5

Perpanjangan waki penyclesaian pekergaan dapat dibenkan jika
berdasarkan  dats  penunjung  dapat  dibuktikan  dibutuhkan
penambahan waktu penyelesaian pekerjaan,

Penyedin tidak berhak atns perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjann jika penyedin pagal mtau lalni untuk memberikan
pembenishuan dini dalam  mengantisipast stau  mengatnsi
dampak Peristiwa Kompensasi,

Pejabal Pemandatangan Konitrak menetapkon ada  tiduknya
perpanjangan wakiu dan untuk berspa luma, paling lambat dalam
jangkn wakiu l:hlgnmum distur dalam SSKK setelah Penyedia
memints perpanjangan.

Perpanjongan tanggal Penvelesnian harus. dilakukan melalid
sdendum/perubahan Kontrak.

Dalam hal Penyedia gugal menyelesaikan pekerjuan sampai misa
peloksonaan Kontrak berakhir, numun Pejabat Pennndatangan
Kontrak menilsi bahwa Penyedin mampu  menyelesailian
pekerjann, Pejabst Penandatangan Kontrak dapat memberikan
kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan,

Pemberian kesempatan kepada Penvedia untuk menyvelesalkan
pekerjsan sebagsimans dimaksud pada klaewul 231, dimum
dalnm adendumy perubahan konmirak vang didalamnya mengatur
wikiu penvelesaion  pekerjann, pengenann  sanksi  dendila
keterlambaotan Kepada Penyedia,

233 Jangks wakio pembenan kesempatan kepuds Penyedia untuk

24.1

24.2

43

24.4

243

menyelesalkan pekennan diatur dalam SSKK-

C. PENYELESAIAN KONTRAK

Setelah pekeniaun seless 100% (serntus persen), penyedia
mengajukan  permintann  secara  tertulis | kepada  Pejabat
Penandatangan Kontrak wniuk serah terima hasil pekenaan.

Serah terime hasml pekenuun dilakukan di tempar sehogaimana
ditetupkan dalom SSKK.

Sebelium diltkulom serah terima, Pejabat Penandistangan Kontrak
melakukan pemerksaan terhadap hasil pekerjuan, yang dapat
dibanty oleh pengawas pekerjaan dan‘atau tim teknis.

Pemenkssan  hasil  pekenuan  dilakokan  denpan  menilai
kesesuaian pekerjasn vang discrahtermakon vang tercantum
dalem Kontak.

Pejabat Penandmangan Kontrak berkewajiban untuk memenksa
kebenaran . hasil - pekerjaan dan/atst dokumen laporan
pelaksannan pekerjpan  don membandingkan  kesesusinnnya
digngan Konteak.
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25, Laymnan
Tambahan

24,6 Poyabat Penandaiangan Kontrak menolak serah terima pekerjaum
jika hisil pekerjaan dan/atai dokumen laporan pelaksanaan
pekerjuan tidak sesuai dengan Kontrak.

247 Aws peloksanpan  seroh tenmn hasml pekernan,  Pejabar
Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Seral Terima
(BAST) yang ditondetangani bersama dengan Penyedia.

248 Dalam hal Pejahot Penandatangan Kontrak menolak sersh tenma
pekerjuan maka dibust Berita Acara Penolakan Serah Terima dan
segera memerintahkan kepoda Penyedia unituk memperbaiki,
mengganti, dan‘atau melenghkapi kekurangan pekerjnun.

245 Jika pengoperasian hasil pekerjaan memerlukan kKeahlian kiusus
maka schelum pelaksansan Sevah terima pekerjaan Penyedia
herkewnjiban untuk melakukan pelstihan (jikn dicanumbkan
dalpm kootrak). Bava pelatihan termasuk dalam Niliad Kontrak,

24.10 Pejsbat  Penondaianigan Kontrak menenma  hasil  pekerjaan
setelah seluruh hasil pekerjaan yang diserahierimakan sesua:
dengan Kontrak,

24,11 Jika hawil pekeruan yang disershienmakan terfambst melewati
batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian
Penyedia atou bukan akibst Keadasn Kiahsr maka Penvedia
dikenakan denda keterlnmbatan

Penyedio haris melaksanakan lavanan lanjutan schagaimana lercanhim
dalam SSKK.

. PERUBAHAN KONTRAK

2b. Perubahan
Konirak

26.1 Kontrak hanyie dapst - divbalh melalul - sdendum/perubahan
koptrak,

26,2 Adendumiperdbahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam  hal

terdapmt  perbedaan  antira  Kondisi  lapangan  pada  sand

pelaksanoan dengan gumbar don‘ota spesifikasi KAK vang

ditentukan dadam dokumen Kontrak dan disetujoi oleh para

pibuk. melipati:

a.  menambah atey mengurang: volume yang teresntum dalam
Kontrak;

b, menambah din/atan mengurangd jenis Kegiatan,

c.  mengubah gambar dan/utay spesi ko KAK sesum dengan
komdisl lapangan: dan/ata

d.  mengubah jadwal pelaksanaon,

26n2 Selmin adendumperubaban Konirsk yang dintur pads klausgl
26,2, addendumiperubahen Kontmak dapat dilakukan untok hal-
ha! vang dischablnn masalah admimastrs), antars lain pergantian
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27, Keadaan
Kahat

Pejobat Penandutangan Komrak, perubahan rekening Penyedin,
dan sebagninyn.

264 Pekenaan tambah paling timger 10% (sepulub persen) duri nilai
Kontrak awal dan horus  mempertimbangkan  tersedianya
anggarun,

26.5 Penntah perubahan pekerjpan dibuat oleh Pejabat Penandatangan
Kontrak secarn tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan
dengan negosins teknis dan bisya dengan tetap mengacu pada
ketentunn yang tercantiem dalam Kontrak awal,

26.6 Hasil negosinsi teknis dun hurga temsebut ditusnghkan dalam
Berita. Acarn schagai dasar penyusunan sdendum/perubahan
Kontrak. '

26.7 perubshan jadwal dalam hal terjadi perpunjungan  wakiy
peloksanaan dapat  diberikan  oleh Pejobat  Penandatangan
Kontrak atas pertimbangan vang layak dean wajar untuk hal-hal
schagni berikut:

a  penistiwa kompensas; dan/atay
b. Kenlanr Kohar

268 Dalam hal peristiwa kompensasi, wiktu penyelesaian pekerjaan
dipat  diperpanjang paling  lama  ssma dengan  wakiy
terhentinya/terlambatnya pelaksanzon kontrak akibat peristiva
kompensan

269 Dualam hal keadnan kahar, wakiu penvelesaion pekerjaan dapo

diperpanjung  sekurng-kumnngnys  ssma  dengan wakiu
terhentinya pelaksanaan kontrak akibar Keadaan Kohar,

26.10 Pejubat Penanditangin Kontrak dapal menyvetujul secara tertulis
perpamangan wakty peluksunom setelnh melakukon penelitian
terhadap wsulan yang diajukan oleh Penyedio.

26.11 Untuk kepentingan perubihan kontrak, Pejabal Penandatongan
Kontrak dapat menetapln tm pepeliti Kontrak.

26,12 Pejebut Pennndatangan Kontrak dapat menugaskon pengawas
pekeriian i/t tim bizkntis ik meneliti

kelayukan'kewmaran perpanjangan wikiu pelaksannan

26.13 Perdotujuan  perpanjangan  wakiu  pelaksansan  Kontrak
dituatigkan dolam addendumnperubahan Kontrak.

371 Yang dimubsud Kendaon Kahar dalom Kontrak mi adalah sust
keadaun yang terindi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat
diperkirkan sebelinnnya, sthinges kewajiban vang ditentukan
dalam Kontrak menjidi tidak dapat dipentbhi.

27.2 Yang temasuk Kendnan Kahar tidak terbatis pacla:
b Bencana plim;
b Bencana non alam:
¢, Bencana sosial;
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273

276

279

Pemogokan;

Kebakatan:

Kondisi cuaca ekstrim, dan/ata

Gangguan  industn  lainnyn  sebagnimona  dinyatakan
melalui keputusan bersama Menten Keuangan din Menteri
teknis terkmit

Apabila terjadi Keadaan Kabur; miaka Penyedia memberitnhukan
kepada Pejabat Penandatangan Koatrak paling lambat 14 {empm
belas) hari kalender sejnk menyadan atau scharusnya menyadari
aties kejodion atsu Keadaon Kahar, dengan menyertakan bukti,

Tidak termasuk Keadann Kahar adalah hal-hal yang merugikan
akibat perbuntan atau kelalaian Para Pihak,

P'ada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan
sementara hingus Keadasn Kahar berakhir dengan ketentuan;

& Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan
prestasi wtaw kemaguan pelaksanaan pekerjean vang teluh
dicopai  setelah  dilakukan pemenksian  bersama atay
berdasarkan hosil audit.

b. Jika selama masa Keadaan Kshar Pejabat Penandatangan
Kontrak memerintahkan secam tertulis kepada Penvedia
untuk  sedapat  munghin  meneruskan  pekerjosn  maka
Penyedin berhak untuk menerima pembayaran sebagaimany
ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya
yang wajr sesual dengan vang telah dikelusrkan untuk
bekerja dalum situasi demikian. Penggnntian biava ini harus
digtur dalam adendum/perubahan Kontrak

Kegagalon salah satu Fihak untuk mementihi kewajibanys vang

ditentukan dalum Kontruk bukan merupakan cidern janji atuu

wanprestasi jika kegngalan tersebut dislobatkan vleh keadaan

Kahar, dan Pilak yang dittmpy Keadsan Kahar:

a  relah menganbil semun undakan yang sepatutnys untuk
mimeniihi kewifiban dalam Kontrak; dan

b telah memberitahukan sccar tertulis kepada Pihak ldinnya
dalam Kontrk selambai-lambamya 14 (empar beles) har
sejak menyadar utas kejadian stuu Keadssn Kuhar, dengan
menvertakan salinan pemyatasn tegadinya peristiwa vang
meyebabkan rerhentinyaterlambutnya peluksanann kontrak.

Keterlumbatan pengadaan akibat Keadaun Kahar tidak dikenakan
flanksi.

Penghention Kontmk karenn keadaan kahar dilakukan secam
tertulis oleh Pejabat Penandutangan Kowirak dengan disertnd
sliisan peénghentinn pekerjaan.

Penghentian kontrak kateris Kedaan Kahar dapat bersifat:
o sementars hingun Keaduan Kahar berakhir, atau

LRl



b. permunen  apabile  akibmt  Kesdaun Kahar bk
memungkinkan dilanjutksn/diselessikannya pekerjaan,

2710 Penghentinn  pekerjaan okibal  Kesdaan Kahar  tetap

mempertimbangkan efcktifitas pekeryoan dan tshun anggarn,

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

28. Penghentian
Kontrak

29, Pemutusan
Kontrak

AQ, Pemutusan
Koatrak oleh
Pejabat
PFenandatangan
Kontrak

Penghention Kontrak dapat dilakukan karena terjad| Keadaan Kahur

291

9.1

293

9.4

0.1

_sehagaimana dimaksud pada klausu) 27,

Pemumsan. kontrak  dapar  dilakukpn oleh  mhak  Pejabat
Penandutanpgan Kontrak atau pihak Penvedia.

Pejabal Periandatangsn Kontrak dapat  memutuskan kontrak
secarn sepithak apabila Penyedia ftdak memenuhi kewajibannnya
sesuai ketentuan dalam kontrak.

Penwedia dapat memutiskan kontrak secara scpihak apabila
Pejabat Penandatangan Kontrak tidek memenutn kewajibannya
sesual ketentuan dalam kontrak.

Pemutusan kontrak dilakukan sekurnng-kuningnys 14 (empat
belas) hon setelah Pejabat Peramdatangan Kontrak /Penyedia
menyampaiken pembentahusn rencana Pemutusan  Kontrak
sechra tertulis Kepadi Penyedia/Tejabat Penandatangan Kontrak

Dengan mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab

Undang-Undang Hukum Pendata, Pejabai  Penundatangan

Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalul pembentulion

tertulis kepala Penyedin setoluh terjodinya hal-hal sebagni

berilout:

a. Penyedia ferbukti meldkokan KKN, kecurmngan dan/atau
pemalypan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh
Inktansi vang berwenang,

b, Pengadush tentang penyimpangan prosedur, dugaan KRN
duatau pelanggaran persaingan schit dalam pelaksanasn
Pengadann Barang/Jasa dmyatakan benar oleh Instansi yang
berwenang;

. Penvedia berada dalum Keadann pailit,
d.  Penyvedia terbukti dikenakan Sanks Dafter Hitun sehelum
penandatanganin Kontrak;

¢, Penyodin gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat
Peringitan sehanyak 3 (tiga) kali:

. Penyedia lalmifcidera jenji dalam = melakianakan
kewsjibannya dan bdak memperbaiki kelulnionnys dalam
pangka wakiu yang telab ditetapkan,

17
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g Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak,
Penyedia tdak skan mampu menvelesaikan Keselurubon
pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan
pekerjaan selama jangka wakm yang diatur dalam klsusul
23.3 S5KK;

h. setelah diberikin kesempatan menyelesaikan  pekerjaan
seluma janghka waktu vang dintur dalem klausul 23.3 SSKK.
Penyedin tidak dapat menelesaikan pekerjaan: atau

. Penyedia menghentikan pekerjoan melebild waktu vang
ditentukan dalam SSKK dan penghention ini tidak tercantum
dalam program muty serts tanpa persetujuan pengawas
pekerjaan (apabila ada).

30.2 Dolam hol icgadi pemutusan Kontrak: dilakukan sebagnmans
dimaksud pada klausul 3001, mukas!

0. sisa Usng Muka harus dilunasi oleh penvedia atau Jaminan
Lapg Muka dicairkan (apabils diberikan), dan

b.  penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

30.3 Pejabat Penandatungan Kontruk membayur kepadn Penyedia
sesum dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterma
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak ssmpai dengan tanggal
berlakunya pémutusen Kontrak dikurangd dends vang harus
dibaynr Penyedia (apabils adp), sema Penyedia menyeralikan
scriug hasil pekenaan kepady Pepabal Penandatangan Kontrak
dan selanjutnys menjadi milik Pejnbot Penundatangnn Konirak,

3. Pemuiusin 311 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 din 1267 Kitab Undang-

Kontrak  olch Undang Hukum Perndata, Penyedia dapat memuiuskan Kontrak
Penvedia melalui pemberitahuan termulis kepada Pejabat Pensndatangan
kontrak apabila:

n. Pejabat Penandutangan Kontruk memerintahkan Penyedia
secars tertulis unfuk menunds pelaksansan pekerjann atmg
kelamjutan pekerjudn, dan penntah tersebit tidak ditonk
selarma wakiu vame disepakat schagaimans tercantum dalam
SSKK;

b,  Pejabat Penandetangan Kontrak tidak menerbitkay surat
perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran
sesiml dengnn jangka wakw yang discpakati sebagaimana
tercanfm dalam SSEKK.

12 Dalam hal pemivlusan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan
Kontrak membavar kepiida Penyedin eesusl dengon prestasi
pekeninan yong ielah diterrma oleh Pejabal Penandatangan
Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutisan Kontrok
dikurangt dends keterlambatan yang harus dibayar Penvedia
(mpabili nda), serts Penyedin menyerahkan semua hasil pekerjann
kepada Pejabal Penandatangan Kontrak dan selanjutnys menjndi
milik Pejabat Penandatangan Kontrak,
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31. Bernkhirnya
Kontrak

33, Peninggalan

321 Komrok berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan bak dan
kewnjiban para pihak vang terdapat dalam Kontrak sudah
terpemuh,

323 Terpenubinva hak dan kewsjiban para pihak sebapuimana
dimaksud pada klausul 32.1 adalah terkait dengan pembayaran
yang scharusnya dilakukan akihat dary pelaksannan kontrak.

semua bahan, perlengkapan, peralaian, hastl pekerjaan sementam yang
masih berads di Jokesi kerjn setelah pemutusan Kontrak akibay
kelulnian otou kesalahan penyedia, dapat dimanfantken sepenubaya
oleh Pejubat Penandatengan Kontrak tnps kewajibun perawatan.
Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penvedia hanya
dapat dilokukan setelah mempertimbangkan kepentingun  Pejabat
Penandatsngan Kontrak.

F. PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

M. Hak dan 341 Pejubat Penandatangsn Kontrak mempunyval hik:
Kewajibun B mengawasi dan memerikss pekerjaan vong dilaksanakan
Pejabai olech Penveding
;mﬂmﬂl b, meminta laporan-laporan yang tercantum Ji dulam kontrak

mengenai  pelaksansan  pekegasn vang  dilakukan oleh
Penyedia:
¢. menenmy hasil pekerjaan sesuni dengon spesifikast/KAK

dan jadwal penyermhan pekenean yang telah diletapkan
dalem kontrak,

d. mengenakan sanksi kepada Penyedia;
¢. memberikan instruksi;
I mengusulkan penetapan sanks: daftar hitam (apabiin ada);
g menyetujui adendum/perubahan kontrak;
h. menersma juminan wang muks (apabila ada); don/aan
i menilal kinerja Penyedia,
342  Pejabat Penandatangan Kontrak mempunya kewajiban:
a, membayar pekerjaan sesual dengan blays yang tercantum

dalom. kontmak dan sesunl dengan wakiu yvang felah
ditetsphkan kepada Penvediag

b, membayvar wang muka (apabila ads);

¢. membavar penyesusian haegs (apabila ada);

d. menibayar ganti rugl karens kesalahan vang dilakukan
Peishal Penendatangan Kontmak! dan
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G.

PENYEDIA

35, Hak dan
Kewajiban
Penyodia

6. Tanggung
jawab

37, Penggunnan
Dokumen
Kontrak  dan
Informasi

e. membenikan fasilites berupa sorana dan prasarena st
kemudahan lainnya untuk kelancsmn pelaksanaan pekerjaan
schagaimana yang tercantum daluom SSKK.

35.1 Penyedio mempunyal hak:
2. menenma pembayarsn untuk pelaksanaan pekerjpan sesuni
dengin hargn yang télah ditentukan dalam kontrak: dan

b. memperoleh fasilitas dari Pejobat Penandatangan Kontrak
untuk kelancarun pelaksunaan pekerjoan sesuni Ketentuan
kontrak.

3532 Penyedin mempunyal Kewsjiban:
a, molaporkan pelaksannan pekerjaan secara periodik kepada
Pejabat melnﬂmaun Kontruk;

b, melaksanakan dan menyelesalkan pekerjaan sesuai dengan
Jjadwal pelaksannan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
kontrak;

¢, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan socara cermat,
akural dan penull langgung jawab berdasarkon Kelentuan

dalam Konrak;

d. memberikan keterangan-Keternungan vang diperiukan untuk
pemeriksann . pelaksanoan  yang  dilakukan  Pejuabat
Penandatangan Kontrak;

c. menycrahkan hasil pekerjusn sesusi dengan jadwal dan

lempat penyerahan pekerjaan vang telah ditetapkan dalam
kontrak:

L. mengambil langkah-tangkah vang cukup memadal untuk
melindungy  lingkungan 1empn  kena  dim  membatas
perisakan  dan  gangeuan  kepada masvarakat  maupun

miliknya akihnt kegintan Penvedia; dan

g menghinden perteniangnn kepentingan (comf@ic of interesr),

Penyedia benanggungiawab/berkewnpban untuk melaksanakan don
menyelesaikan pekerasn sesual dengan kualias, ketepatin volume,
ketepatan  waktu  pelaksanaan/penyershan  dan  ketepaten  tempal
penginman’penyerahan hasil pekerjaan.

Penyedin ndak diperkenankian menggunakan dsn monginformasikan
dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan
kontrak  untuk kepentingan pihak lain, misalnys Spesifikes
tekme/KAK danvatau gambar-pambar, Kectali dengan Ljin tertulis dari
Pejabit Peumdstangan Kontmk.
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8. Hak atas  Peayedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat  Penandatangan

Kelaynan
Intelektaal

39, Penanggungan
dun Risiko

40, Perlindungan
Tenagn Kerja
(apabila
diperiukan)

Kontrnk dari segala tuntuton otau klobm dor pihak lnin  atas
pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.

.1 Penyedin berkewajiban uniuk melindungi, membebaskan, dan
menanggung tanpi batas Pejabat Penandatangon Kontrak beserta
instansinya terhadap semua beatuk ntutan, fanggung jawab,
kewagiban, kehilangan, kerugian, denda, gugdian stau tuntutin
hukum, proses pemeriksaan hukum, dan binya yang dikenakan
terhadap Pejabat Penandatangsn Kontrak beserta instansinya
(kecunli kerugion yang mendasari tuntutan tersebiot dischabkan
kesalnhan stsu kelalninn bermt Pejobat Pennndatangan Kontrak)
sehubungan dengon kloim yang timbul dari hal-hal berkut
terhitung sejak  tanggal SPMEK sampal  dengan  fanggal
penandaianganan berita acara seruh terima;

a.  kchilangun atpu Kerusakan pernlatan dan harta benda
Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personel:

b.  ciders tubuh, sukil aiau kematian Personel; danfatan

¢. kehilangan atou kevusakan hira bende, den ciders wbuh,
snkil mtau kemation pituk lain,

392 Terhitung sciak tangesl SPMK  sampai  dengan  tanggal
penandatanganan  berits acara serah terima, semun . ristko
kehilangan mtau  Kerusikun  hasil  pekerjuan, bahan  din
perlengkapan merupakon risiko Penyedia, kecuali kerugian atan
kevusakan temebut dinkibatkan oleh kesalihan atau kelalaan
Pejabal Penondatangan Kontrak

33 Pertanggungan ssuransi yang dimiliks oleh Penyedin tidik
membitias) Kewajiban pennggungin dalum syarst inl.

W4 Kehilangan stau keresaksn terbadap haml pekerjaan atau bakan
yang menyatu dengan hasil pekerjoan sejak tanggnl SFMEK haros
diperbalky, diganti dan'aton dilengkapi oleh Penyedia atus
tangpungannya sendici jiko kehilangan sty kerusakon tersebut
terjadi akibet undakan otow kelalniun Penyedia.

401 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban as biaya sendin unnk

mengikitscriskan personelnya tenaga pendukung pads program
Juminoan sosial keschatan dan jaminan sosial lenagas kerja
schagaimuny diatur dalani peraturan perundang-unidangan.

40.2 Penvedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahbkan
Personelnya untuk mematohi  peraturen keselamatan ket
febagnemang dintur dalam peraturan pebundsang-undangan.
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41. Tindakan
Penyedin yang
mensyarathan
Fersetujuan
Pejabat
Penandatangan
Konirak

41 Kerjasuma
Penyedia
dengan  Usaha
Keeil  sebagai
SubPenyedia

43, Sunksi
Finansial

40.3

40.4

Penyedin berkewsjiban atas biava sendin untuk menyediakan

kepada setiap personelnya (lenmasuk personel Subpenyedia, jika
ada) perlengkapan keselamatan Kesja vang sesuai dan memadai,

Tanpa mengurangs kewnjiban  penyedia untuk  melaporkan
kecclukoan berdasarkan hukum  vang. berlaku, Penyedia
melaporkan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak mengenai
sctinp kecelakaan vang timbul sehubungan dengun pelaksanann
Kontrak ini dalam wakm 24 (dua puluh empai) jam setelah
kejadian,

Penyedia berkewnjiban untuk mendapiatkan lebih dabulu persetujuan
tertulis Pejabat Penandatungan Kontrak sebelum melakukan timinkan-
tindakan berikut:

i

b,

42.1

42.2

413

424

43.1

43.2

413

434

mensubkontrakkan sebagian pekerjnan; dan/atau
tindakan lain vang distur dalam SSKE

Peryedia dapat bekerjasama dengin usaha kecil, dengan
mensubkontrikkan schagan pekejaan yang bukan pekerjsan
Wlami.

Bagian Pekenuan yang wijib disubkontrakan oleh Penvelia
kepnda usaha kecil sebagai subPonyedio distur di dalam SSKK.

Diulim Kerjasama i atas, Penvedis bertangung jawib penuh atas
keseluruhan pekerjsan terschu,

Penyedin membuat laporan pelaksinaan subkontrak.

Sankai finansial bagi Penyedia dapat herupa sanksi ganti nug,
dends keterlambatan, atiu pencaitan jmminan. Besar nilai
maksimal dan Sanks: Finpnsial disesuatkan berdasarkon batas
bl kontrak,

Sanksi ganti rugl bagi Penvedia dikenakan apabiln jantinan tidak
dapat dicpirkan, tegudi kesslshan dalam perhitungan volume
hasil pekepaan  berdesarkan  hasil  audit,  menyerahkan
hanng/jasa vang kuslitesnys tdak sesusi dengan Kontrak
berdasarknn hasil sudit

Sunksi dends keterlambutan bagi Penvedia dikenakan apahila
tenadi  keterlambatan  penvelesaian  pekerjoan  denpan  carn
memitisng  pembayaran  presiasl | pekerjean | Penyedin
Fembayaran Denda Gdak mengumng  tanggung  jawab
kontraktual Penvedia,

Sankwm pelunasan uang muka stou pencarran jmnan uang muka
tapabila dibenkan vang muka) bagy Penyedia dikenakan apabila
Penyedin tidak menyelessiben pekenjuan setelal bernkhimya
miasn pelaksandan pekerjann atan dilakakin pemutosan kontrak.

F
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44, Jnminan

45, Laporan  Hasll
Pekerjaan

db. Kepemilikan
Dokumen

47 Personel
dan/ntau
Feralatan

45.1

4352

433

4.1

4.2

44.3

47.1

472

47.3

47.4

47.5

Juminan Uang Muka dibenikan kepada Pejabmt Penandatangan
Kontrak apabila Penyedia menerima vang muka dan diserahkan
sehelum pengambilan Usng Muka.

Nilat Jaminan Usng Muka sama dengon besamya uang muka
vang diterima oleh Penyedia.

Nilith Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional
wesuni dengan wiss uang muka yang diterima.

Musa berlaku Jeminen Usng Muks selurang-kurangnva sejak

tonggal persetujuan pembenan vang mukn sampai dengan

tangenl serah terima hasil pekerjaan,

Pemeriksaan pekerjann dilakukan selama pelaksanaan Kontrak.
Hasil pemeriksann  pekerjaan  dituangkan  dalam  laporan
Kemuajuan hasil pekerjaan.

Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuai
laporan realisas menpenal seluruh aktivites pekerjann,

Laporan dibust olch Penyedia, apahila diperlukan pemeriksaan
dilakukun oleh unsur pengawas (spabily ada) dan disetujin aleh
widkll Pejabat Penundatangan Kontrak,

Semua mncangan, yambar, spesifikosi, desatn, laponm, dun
dokuen-dokumen  [am  yong  dipersiopkan  oleh  Penvedia
berdusarkan Kontrak im scpenuhnya merupakan malik Pejabar
Penandatangnn Kontrak,

Menyedin berkewajibun untuk menyershkan semua dokumen
tesertn daftar rinciannya kepada Perabat Penandatangmn Kontrak
paling lambat pads suat serah terima pekerjaan atay waktu
pemutusan Rontrak,

Penyvedia dapal menyimpan | (satu) buah salnan tiap dokumen
tersebul di atas dengan batasan pengpunann diatur dalam SSKK.

Perbone]l danfatan peralatan yang ditempotkan hares sesuai
dengan yvang tereantum dalam Dokimen Penanwarian.

Penppantian  Personel  tidak  boleh  dilakukan  kecusll atas
persetifjuan tertulis Pejabal Penanidstangan Kontrak.

Penpgpantien  Personel  dilukukan  oleh  Penyvedin  dengan
mengajukan  permohonen  terlebih  dahuly kepada  Pejabat
Penandstangan Kontrak besesta alasan penggantion.

Pejubat Penandatangan Kontrak dapat menila dun menyetugui
pengmpatan/penggantian Personel - meaunat  kualifikasi yang
ditbutuhian,
Peabat  Penundatangan Kontrak dapst imeminte  pergantian
Personel apabila menilar bishwa Personel:

pi



b.

<

ticktk muempu atau tidak dapat melkukan pekerjaan dengan
banik;

berkelakuan tidak baik; atou

mengubaikan pekerjuan vang menjadi tugasnva

47.6 Jika penpgantian Personel perlu dilakukan, maks penyedia
berkewajiban untuk menyediokan pengganti dengan kualifikasi
yang setirn gtnu lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa
hinya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujeh) hari sejak dimints
oleh Pejabat Penandatangan Kontrak,

47.7 Personcl berkewajiban untuk menjuga kernhasioun pekerjaannva.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

48, Nilal Kontrak 48,1 Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada Penyedio atas
pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar nilal kontrak stuu
berdasarkan hasil perhitungan akhir,

48,2 Untuk Kontrak Waktu Penugasan rincian nilai kentrak sesuai
dengan nincian yang tercantum dolam Rekapitulasi Pesawarin
Biava

49, Pembayaran 491 Usng muika

Unng Muka dapit diberiken kepido Penyvedin sesual

kctentuan dalm SSKK untuk;

1) Mobilisasi barmgbhaban/material/peralatan dan tenaga
kenn; dan/atau

1) pekerjuan lekmis vang diperlukan  untuk  persiapan
pelaksanzan pekerjpan

besaran vang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar

setelah Penyedia menverahkan Jaminan Uang Muka seniln

wang muka vang diberikan;

dolom hal Pejobst Penandutangan Kontrak menyediikan
uang muka maks Penvedin harua mengajulan permohonan
pengambilan usng muka secara tenulis kepads Pejuba
Penanilatangsn  Kontrak  disenisl  dengan  rencana
pengounsan uang muka unfuk meloksimakan  pekerjian
sesini Kontrak dan rencani penpembilinnnya:

Jaminan Lfang Muka diterbitkan oleh  bank  wmum,
perusihaan penjaminan, Ferusahaon Asuransi atnu lembags
kevangan khusus yang menjilankan wsabe di bidang
pembiayaan, penjauminan, dan asurpnn wonk mendorong
chapor  Indonesia sesum  denpan  ketentuan  peraturan
penindang-undangan di bidang lembaga pembiayian ckspor
Indonesia yang memilikl izin untuk menjual produk jaminum
(surenship) ditetapkan cleh lembngs yang berwenang;

Tl
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50, Perhitungan
Akhir

pengembalion  vang  muka  dopat  dilakukan  dengan
diperhitungian berangsur-angsur secam proporsional pada
sefiup pembayaran  prestasi  pekerjsan . atan  sesuai
kesepakatan yang diatur dalnm kontrak dan paling lambat
harus Junas peda sant pekerjuan mencapal prestasi 100%
(seratus persen).

49.2 Prestasi pekerjan

449.3

Sik1

&,

Lo

pembayarin dilakukan dengan sistem bulanan, sistem fermin

mab pembaydran secora sekaligus sesual vang ditetapkan
dalam SSKK.

pembayarmn prestast hasil pekerjaan dilukukan dengan
ketentuan:

17 penyedis telah mengajukan tagihan disertai laporan
kemajuan has| pekerjaun;

1) pembayaran dipotong angswran uang muks, denda
(apabil ada) dan pajak; dan

3} untuk kontrak yang mempunya: subkontrak, permintsan
pembayaran  dilengkapi bukti pembayamn  kepada
seluruh subpenyedia sesual dengan prestasi pekerjasn,

Penyelesaiun pembayvaran hanva dipat dilaksanakan setelah

hasil pekerinan dinyatakan diterimp

Sanksi Finansial

Sanksi Finonsial dapst berups sanksi wanti rugl stau dends
keteriumbatan.

A,

Cianti Rugi

Sankst gann tug bagi Penyedia apabila terbukti jaminan
tidak bisa dicairkan, terjadi kesalehan dalam perhitungen
volume pekerjann berdasarkan basil sodit, menyerahkan
hisil pekerjaan yang kuslitesnys tidak sesoal denpan
Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti mgi
ndalal selresar nilal keruglan vang ditimbulkan sehagaimana
ditentuban dalam SSKK.

Denda keterlambatan

Besarnva denda vang | dikenakan kepadd Penvedin atis
keterlambatan penyelesmiun pekerjman wimuk detiap bari
keterlumbatan adalah sebagnimans yang ditetapkon di dalam
SSKK.

Untuk Kontrak Wektu Penugasan- pechitungan skhir nilai
pekerjaun berdasarkan jumlah wakiv yang digunakan untuk

13 e
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S1. Penangguhan
Pembayaran

52, Penvesuaian
Hargn

50.2

512

513

al4

L

vh
=]
-~

menyclesaikan  seluruh  pekenann vang  dituangkan  dalsm
Adendum Kontrak {spabila ada).

Pembayaran angsuran prestasi  pekeérjaan terakhir dilakukan
setelah seluruh pekerjnan selesai dan dan Berita Acam Serah
Termiu telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak,

Pejabat  Penandatangan  Kontrak  dapat  menangguhlkan
pembayaran sctiup angsuran prestasi pekerjaan Penvedia jika
penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya,

Pejabat Penandutangan Kontrak secary tertulis memberitahukan
kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembavaran, disertai
alasan-nlusun yang - jelus mengenai  penangueuhan  tersebut.
Penyedia diben kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka
waktu tertenti.

Pembavaran vang duangguhikan discsuaikan dengan proporsi
kegagalan atau kelalainn Penyedia,

Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penondatangan Kontrak,
penangguban  pembayamn akibai keterlambatan  penyerahin
pekersann dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda
kepada Penyedin

Pemberlakuan Penycsuaion harga pada Kontrok schagaimana
dianar di dalum SSKK.

Penvesuaiin Hurga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak
yang berbentuk Kontrak Wakiu Penvgasan yang masa
peloksanaannys lebib dan 18 (delapan belas) bulan

Penyesunion Harga diberlukukan mulai dar bulan ke-15 (tiga
helas) sajank peliksanaan pekerjaon.

Penyesunian  Harga berdaku  bagi  scluroh  kegistan'mata
pembavaran, kecuali komponen  keuntungnn, biavae tidak
lengsung (overieod cosr), din bisyo satuan timpang sebagaimany
tercantim dalam penawaran.

Penyesualan Horga Satuan diberlokuban sesuai dengan jadwal
pelaksanaan yang tercantum  dalsm kKontruk awal Adendum
Kontrak

Menvesuaian Harga bagl Komponen pekerjabn yang berasal dari
luar negent, menggunakan indeks penyesuman hiarga dari negars
msal barang tersebut.

Jenis pekerjnin baru schagm akibat adianva Adendium Kontrak
dapat diberikun penvesuman harga mulm bulun ke- 13 (ga belas)
sejak Adendirn Kontrak tersebut ditandutangani

<



525 Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanann kontrak terlambat
dischubkan oleh kesalahan Penyvedin adalah indeks harga
terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan.

519 Penyesuaion Harga ditetapkan dengan rumus sebagni berikut:
B, Uutu]t penvesuaian hiayd personel {remiuncrasi)

['li-t-n A=A

Remunerasi setelah penyesusian hirga;
R{l = HRemunerasi saat penawaran blaya;

= Kocfisien letup yang terdini afas Keuntungan dan
overhead, _
Dalam hal penawaran tidek mencantumkan besaran
kompaonen keuntungan dan overhead maka s = 0,15,
= Koefisien remunerasi, (b= 1 -a)
fo = Indeks upsh nominal pads bulan penyampeion
penawaran biaya
fs = Indeks wupah nominal pada saat  pekerjonn
dilaksanakan

b. Penyesuainn harga untuk komponen non-personel vang
beruifl Hngu:ﬁﬂu.n '

H, = g (a +Li-

« Haga Sotuan komponen non-personel  setelul

penyesuaian harga;

Hy = Harga Satuan  komponen  non-personcl  saat
penawmran binyn,

a4 = Koefislen letip vang terditi afas Reuntongan din
overheo;
Dalam hal penawsran nduk mencantombkan besarn
komponen keuntungan dan overhead maka a=4,15,

b = Kocfisien binyn non-personel, (b= | -}

Ho = Indeks harga komponen non-personed pada bulpn
penyampaan penawaran hisya,

A, = Indeks hurgn komponen non-personel pada saat
pekeriann dilaksanaoan.

52,10 Koefislen komponen  kontrsk  berdasarkan  koelisien vang
digunnln dalem analisis harga satuan penawharn.

52010 Indeks upsh nominel dan indeks hirgs vang digumakan
bersumnber dari penerbitan BPS,

52,12 Dalam hal indeks hargo tidak dimuat dalam penerbitan BPS,
digunakan indeks hargs vang dikeluarkan olch instansi weknis.,

52,13 Hassl perhitmgan  Penvesunion Harga  ditsangksn  dalam
Adendum Kontrak seteloh dilakuken aundit sesum  dengan
ketennum peraturan perundang-undangan.
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L. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

53. luiknd Baik

54. Penyelesalan
Perselisihan

33.1

532

53.3

534

54.1

543

544

Pejabat  Penandstangan  Kontrak  dan  Penyedia  bertindak
berdasarkan asas saling percaya vang disesusikan dengan hak-
hak yang rerdapat dalam kontrak,

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedin setuju untuk
melaksinskon  kontrnk  dengan  jujur tanpa menonjolkan
kepentingan masing-masing pihak.

Apahbila selamas Kontrok, salah sstu pihak merasn dirugikan,
maka divpayokan tindakan yang terbaik unmk mengatusi
keadain tersebut.

Pejabat Penandatangin Kontrak dan Penyedin berkewajiban
untuk bertindak dengan itikad baik schubungan dengan hak- hak
Pihak lain, disy mengambil seomus langkah veng diperlukan untuk
memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak,

Pejobat Penandatangan Kontrak dan Penyedin berkewajiban
untuk berupays sunggub-sunpgruh  menyelesaikan  secara
musvawarsh mufakat atas semua persclisithan yang timbul dan
atau  berhubungan demgan Kontrak ini stau imerpretasinya
sclumy atel setelih pelaksansan pekerjann Jasn Konsultans: it
scearn musyswarnh dan damai.

Dalam hal penyvelesaion persclisihan  melalui  musyawarah
mufakat tidak tercapai, maka penyelesuian sengkets  dapat
dilakukon melalon medmn, konsiling, arbitruse atau litigns
sesual dengan Retentuan persturan perundang-undangun.
Penyelesaian sengheta dopat dilakukan di layvansn penyelesiian
sengketn yang diselenggamkan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase
atau Pengadilan Negen,

Pejabar Penandatangan Kontrak dan Penyedin bersama-sama
memilih dan menetupkan tempad penyelesaion sengketn dan
dicantwmkan dalam SSKK.
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No Klausul Nao,
Dalam SS5UK  SSUK

4. Pengaturan 4.3.b
vang Dilarang
dan Sankyi

£  Aml Jasa
Konsultansi

6.  Korespondens
I

7. Wakil Sah
Para Pibkak

9,  Pengalthan 92
dan/atau

Subkontrak

13, Jangks wakin 3.2
Pelaknanmin
Pekerjaan

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
{SSKK)
Pengaturan Dalam SSKK

Pekerjaan ini tidak diberikan vang muka, schingga tidak ada pencairan

Juminan uang muka

Pekerjnan Jasa Konsultansi ini dikerjukan oleh renaga kerja Indonesia dan
dapat dikerjukan oleh Goabungan Tenaga Kerja Indonesia dap Asing

Alamut Pura Pihak sebagai berikut:
Satuan Kerjn Fn;lul:nl Penandatangan Kontrak KPPIP:
Nama . Hotma Gideon
Alumat : JI. Lapangan Banteng Utara, No. |, Pasar
Baru, Jukarta Pusat (10710)
Telepon : (21-29573TT1
Faksimii :© 021-29573773
e-mall ¢ hotma gideonlelon g, id
Penyedin .I'lu.
Numa . PT. Prospera Consulting Engineers
Alamat . Graha Mampang Lt 2 Anpex 1L

Mumpang Prapaton Rayva No. 100, Thiren
Tigm, Pancoran, Jakara Selatan 12760

Telepon 021 - T243627
Faksimili : 021 - 7241827

e-mail D prospers ecfaiyalno com
withalle ' .

Wakil Sah Pam Pihuk schaga berikut:

untuk Pejabat ©  Holma Gideon

Penanidatingan
Kuontrak

uniuk Kondang Wijayanio
Penyedia

Disftar hagian pekerjuan vang disubkonteakkan:
TIDAK ADA

Penyedin harus menyelesuikan pekerjaan sclame | 6 (enmm) bulan atau
Penyedin harus menvelesaikan pekerjoun scjak tangeal SPMK diterbitkan

sampai dengan Tangeal 31 Desernber 2025,

O



No

21.

24,

i

9,

Klwusul
Dalam SSUK

Peristiva
Kompensasi

Perpanjangan
Waktu

Pemberian
Kesempatan

Serah Terima
Pekerjaan

Layanan
Tambushan

Pemutusan
Kontrak olch
Pejabat
Pennndatnngi
n hontrak

Pemutusan
Kontrak oleh

Penyedia

Hak dan
Kowajiban
Pejabat
Penandatunga
n Kontrak

Hak atas

Kekavaan
Intelekiual

Penanggunga
n dan Risiko

No.
SSUR

233

30, 1.

3l.la

LIWR,

4.2

Fengaituran Dalam 55KK
Penyedin dapat memperoleh kompensas: TIDAK ADA

Pejabat  Penundatangan  Kontruk  berdasarkan  pertimbangan Penpawas
Pekerjnan (apabila ads) menetspkan ada udaknya perpanjangan wakiu dan
untuk berapa lama, paling lambat 10 (sepulub) hari kerja setelah Penyedia
menminta perpanjangan

permbenan kesempatan kepada Penyedin untuk menyelesaikan pekerjaan
sampai dengan 30 (viga pulub) hari kalender scjak berakhimya jangka
waktu pelaksunann pekerjaon.

Serah tennma dilakukan pada: 31 Desember 2015

Layanan tambahan yang harus disediakan oleh Penyedia:

Setiap Permintsan  dart  Pimpinan  KPPIP  (Ketua/Sckretanis Tim
Pelaksana/PPRK KPPIP) yany belum terdefinisikan secarn spesifik dalam
KAK, telapi mendukung Jasa sesual KAK dan tidak mengganggu output dan
target utna yeng tertern dalam KAK atau menimbulkan tambahan ol ok
waktis dan SDM Penvedin ying cukup besar

Buttas waktu penghentian pekensan Penvedia paling Lima
30 (tiga puluh) Hari Kalender

Hutas waktu penundaan pelaksanasn pekerjann ooy kelanjutan pekerjann
paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender

Hatas waktu untuk penerbitan surat perintah pembayarn paling lama 14
(empat belas) hari kerja terhitung sejuk tgahan dan Kelenghapun dokumen
penumang vang tdak diperselisihken diterima sceara lengkap olch FPK

Pejubat Pennndatangan Kontrak nkisn memberikan fasilitay berupal
1. Mejn dan kursi keria selamn sama kontraks

2. Akses duin don micmet untuk menunjang oxtpor vang dominia;
1 Surad menyurst ik menunjing pencapuisn oulp

Kewajiban Penyedis dibatast hanya jika tuntuten dan klamm diakibatkan oleh
kesalshan Penyedia

Kewajiban Penyedia dibatasi hanya jika tantutien dan klsim diskibatkan oleh
kesalahan Penyedia.
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No

41,

42,

Klausul No.
Dalam SSUK  SSUK

Tindakan 41.b
Penyedia yang
mensyaratkan
Pervetujuan

Pejabat
Penandatanga

n Kontrak

453

Penguturan Dalam S5KK

Tindakan Inin Penyedin yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan

tertulis Pejabat Penandatangan Kontrak antara lain:

a. Pergantion Personil Inti Penyedia apabila diperlukan dan disesuaikan
dengan keburuhan pelaksanaan pekerjpan.

b, Pengeunaan informasi dan‘atan data vang terkait dengan Jasa Konsultansi
yang dipergunakun uniuk pihak ketiga kecuahi setfap personil, direktur,
karyswannya, pejabatnya. petugas, agen. konwultan, penyedia jasa,
penuschal professional lainnya dan untuk tujian pelaksanocan peloerjaan,
administrasi bisnisnya dan proses penelashan kepatuhan, kualitas, dan
tesiko internalnya.

B,;]gim Pekenuan yang wajib dikerjasamakan dengan usaha kecil: TIDAK
ADA

Penvedin berkewnjibin untuk menvampaikan lepoms-laporan berikul secura
periodic selmma masa kontrak:

Tl Tadlenial B r:r-."|.'1-lrl'-""
 JImdwal Penversham

Penalabiluan/Meniann dilanda tingani epraticogn dnn
kenfs thm PMO iffenfy
X Laponis periodik dulaingat | Setiap bilan [halam hentiak
Hem PN haerutenpy dam
. snfhinyy
L Substsial Lopores Presiden | Pertenguhan Bulan Agustus | [ulam btk
PEN {Semester | handcopy  dan
Abchlr Pislnn Desermbies aiflrmym
i Sementer 2§ |
4. | Nebatmisi Laporas | Perengahan Bulan Agusts | Dutam  benmk |
Setntater PSN (Semasttr 1) hardeopy  ilan
Akl Baban Diesermbe -
| [ Somester 3
3 Imfm:mm Aldur Kopimk Dulam benni
hurdemyr dan
1 _ﬁ_ﬂrpml

Calatan;

I, Persetujuan laporan-laporan penvedio Jass Konsultans akan dilakukan

oleh KetuaSekretans Tim Pelaksana KPPIP dalam hal berhubungan

dengan substansi teknis pekerjaan,

Untuk tahapan selanjutnys, PPK akan melekukan venfikes: dalam hal

yang bertivbungin dengen dokumen administrasi beserta prosedhir

pembavaran sesim dengan pernyatas yang ditetupkin dalam kontrak.
n
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db,

Kiausul
Dalam 55UK

Kepemilikan

Doakumien

49. Pembayaran

No,
S5UK

46.3

Pengaturan Dalam SSKK
3 Semua prodiuk softcopy vang diserahkin penyedia kepada KPPIP horus
dalum format vang dapar diedit (editalife forn)
Penyvedia diperbolehkan menggunakan salinan dokwmen dari pekerjann ini
denpan pembatasan sebagal berikut © hanya untuk keperluan imernal Penyedia
apabils untuk ekternal Penyedin harus seijin Pejabat Penandatangan Kontrak.
Pekerjann Pengadann Konsultan (ni dapat diberikan wimg muka: TIDAK

1. Pembayarnn presiasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin dengan
nncian sebagai benkut:

AT 8 TM LR TR Teld ] LTI Mo T

161 A&m, 730 L apes Tai | ST ETEG by Tk 1

Jud 3 T Al | SHeen T | SRCOTRMN | I9IMOBE) |
Jedegsen | dmpon | gem s | siemen 0 wRAL

& Dby 3 doo 00 | sl 10837 0] 900 KY)
T T
Pembavaran adalah ar coxr ates dasar bukt-hokn pendukung yang
difnsarkan ax Benta Acars Haesil Rlanfikasi, Negosiasi Teknis dan
Biays. Adapun estimasi pembayaran Buays Langsung Personil dan Non-
Personil dilakukan dengan ketetitosn sebagei berikut:

*)  Untuk Rincian Perhiungan Biaya Langsung
Personi] didasarkan daftar kehadiran.

**} [Pembavarmn Bisva Lungdung Noo Petsonil
ndnlah pengeluaran il vang bersifin ar cosr ams:
dussiir bukti-bukti pendukung

iwil

Agwatia

} | Mol s | s | vawsnn | geeses | el sokey
e

p——

3. Penyedin jass Harus mengajukan permobonan  pembavaran prestas
pekenann kepada PP yang disertw dengan kelenghapan dokumen utama
dan doekumen penunjung,

4, I'PK telah menerima permohonan pentbayaran (fvolod) votie kemidian

sican dilakukan venifikan dengan didukung adanya kelengkapan dokumen

utama-dan dokumen penunjang.

Harga satusn untuk tenagn ahli PT. PROSPERA CONSULTING

ENGINEERS schagnimana iercantum dalivm Kontrak ind didasarkan atas

n
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No Klausul No.
Dalam SSUK = SSUK

Pengaturan Dalam SSKK

hasil negosiasi teknis dan biaya dengan bagian Unit Layanan Pengadann
Barang/Jusa (ULP) Kementerinn Koordinator Bidang Perekonotmian.
6, Ketentuan perhitungan pengurangan pembayaran atas prestasi pekerjoun
dikarennkon ketidakhadiran personil adalah sebagai berikut:
o Dalam hal, pemerintal menetspkian har libur nasional atau cuti

bersama dalam kalender bulan tertentu, maka disepakati 1etap dibavar
secars penuh.

Dalam hal dalam | tahun, jumlah cuti bersamn ditambah hasi libur
yung ditetapkan pemenniah kurang dani 12 han, maka penyedia jian
yang dikontrak I* bulan penuh berhak untuk mendapatkan tmbahan
cuti schingga menjadi 12 harl, dan honor tetap dibayarkan secam
penuh. Dalam hal im penyedia terkontrak kurang dari 12 bulan, maka
juminh bak cutl disesusikan dengen jumlah bulan beskontrak.

Dalum hal, penyedia tidak mnsuk kepa diluer hani libur nasional
dan‘stau cuti Bersama yang ditetapkan pemerintah, maka honor akan
dipotong sehesar har yang tidak masuk kerja.

7. Pembayaran dilskukan secarn langsung melalui KPPN Jakarta [ vang
ditujukan pada rekening Penvedia Jasa dengan rincian sehagai berikut:

Nama Pemilik Kekentng @ . Prospera Consulting Engineers

Nomor Hekening v 00053 T

Nauma Bank ¢ BNI

Kanior Cobang ¢ Faumawati

Nomor NPWP C0 364, 330.9.061 000

8 Dokumen wiama yimg disyaratioin untuk mengajukan tegihin pembavirin
pmsml pekerjaan:

n  Laporan-laporan yang hors diserabkan kepada PPR berdasarkan
waktu yang telah ditentuban jadwalnye dalom KAK yang berkaitan

dengun pelaporan,

b. Berita Acara Serah Tenima Pekerjaan (HAST),

=" B

Berita Acarn Pembayaran (BAP) vang telah ditandatangani oleh kedun
beluh pibak.

huttanm doan Invice:

E-Faktur dan SPP

Dokumen penunjang yanyg disayaratkan untok mengajukan mgihan
pembayiarnn presiasi pekerjaun.
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No Klausul Nao,
Dalam 550K SS5UK

49.3.h

51. TPenvesuaian 521
Harga

4. Penyelesalan 544
Pervelinihan

Pengaturan Dalam SS5KK

Denda heterlambatan

1. Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjnan, besarnya denda
keterlnmbatan adalah; 1% (satu permil) per han dard Nilei Total Kontrak
yang tercantum dalam Kontrak,

2. Jiks PPK gagal melunasi kewajiban penbayerannyas pada tanggal jutub
tempo  yvang dischbabkan kesilahan PPK selelah seluruh  dokumen
penunjang yang tidak diperselisihkon diterima secarn lengkap oleh PPK,
maka akan dikenakan ganti rugi keterfambatan pembayamn yang nilsiny
schesar bunga dari nilal taglhan yang terlambat dibayar, berdasarian
tinghkat milad suko bungs yang berfuky padn sant itu menurat ketetapan
Bank Indonesin,

Penyesuntan Harfgn diberlakukan: TIDAK

Dalam hal terdapat sengketa antars Pejabat Penandatangan Kontrak dengan
Penyedin, penyelesnian sengkets akan dilukukan melalui lavanan penyelcsainn
sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP,
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*Keterenga
Penggunian Tenaga Ahli Seritor herdasaricin rencana pemanfistan balanan oleh KetusSekretaris Tim Pelioksang
KPP

i i i _
RO (0, DR 16, D D00

1 | Ahli Madya Manajensen Opang-Bulan 51140375 306 R42.250
PMO Infrastrukinr
Teangs Ahli Madya

Y | Kehijakan 'MO Ohranp-Hulan FL140.375 06 A2 250
Infrastruksur
Tenaga Ahli Misdn .

4 £ 249 100,00 174 J
Infrastruktur | {Energi) g ks A0
Temaga Ahli Mwda
Infrastrukar 2 }

£ - COrrang-Bulan 20 300000 175 300, 000
(Transporiisi dan e
Pethubungan)

Tenaga Ahli Muoda

b | Infrastrulctos 3 (Jalem Cirmny-Balan 20,300,040 1’75800 (00
Jembatnn)

Termiga Ahli Mads

T - ;.
Pafraseruking 4 {SDA) Cirang- Bulan 26300000 178 A0 000
Tenaga Ahl Muds

B | Infrstrubomr 3 | Kawnsan OrangBolan 900 00 178 0 i)
Irnduintri)

" ng-l Pendukyng
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AT TET BEY

400,000 MII80.T0 | 37727083 300,704,833 |

#0600 | M3 M09S0 | 2mpo7 AA) 71 800533

400 600 THI MG TS0 3 527 683 01 633
400,000 M2900.750 | 30 877833
400.000 T02.800.740 | 20527 BA)
Lano.000 1,TITERAL900 | 101107 203
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